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ABSTRAK

Nama . Bvi Yusnita
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Analisa Y uridis Pembuatan Pasal 3 Dan Pasal 4 Anggaran Dasar

Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
Dikaitkan Dengan lzin Penanaman Modal, Izin Teknis Dan
Tanggung Jawab Notaris

Seorang Notaris yang membuat akta sehubungan dengan anggaran dasar
Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan dan Pasal 4 tentang
Modal sebuah perseroan terbatas dalam rangka penanaman moda asing harus
menj abarkan kedua pasal tersebut dengan tepat, benar dan jelas sesuai dengan izin
yang diberikan pemerintah yang berwenang dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Metode pendlitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan
yuridis normatif bersifat eksplanatoris, yang mengacu pada norma hukum serta
peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sebagai
seorang profesional, Notaris bertanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat,
dan Negara. Bertanggung jawab berarti berani menanggung segala risiko yang
timbul akibat pelayanannya itu. Kelalaian maupun pelanggaran terhadap UU No.
30/2004 dan Kode Etik Notaris sehubungan dengan profesi yang dijalankan
menimbulkan dampak yang merugikan diri sendiri, pihak lain atau masyarakat,
Organisasi Notaris dan Negara. Untuk itu, dalam menjalankan jabatannya, Notaris
harus senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki, dan bila
diperlukan meminta saran dari tenaga ahli profesional mengenai hal teknis
berkaitan dengan pembuatan akta notaris; memiliki tingkat ketelitian, kehati-
hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi dalam menjaankan
profesinya; dan senantiasa berpegang pada UU No. 30/2004 dan menjunjung
tinggi Kode Etik Notaris.

Katakunci . Anggaran Dasar, Perseroan Terbatas, Penanaman Modal Asing
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ABSTRACT

Name . BEvi Yusnita
Study Program : Magister of Notary
Title : Judicid Analysis of Describing Article 3 And Article 4 of

Articles of Association of Limited Liability Company in the
Framework of Foreign Investment in Relation with Investment
License, Technical License And Notary Responsibility

A notary who prepares deed in connection with Article 3 concerning
Objective, and Purpose, and Business Activity of Company, and Article 4
concerning Capital of the articles of association of a limited liability company in
the framework of foreign investment must have the two articles described
precisely, correctly, and clearly in accordance with the licenses granted by the
government and the prevailing laws and regulations. The research in this thesis
uses explanatory analysis method with normative judicia approach contained in
the lega norms and laws related to the problems being observed. As a
professional, Notary is responsible for him/herself, the community, and the
Country. Being responsible means willing to take all risks which may arise as a
consequence of his/her services. Negligence or violation against Law No. 30/2004
and the Notary Code of Ethics because of conducting the profesion can create
losses for him/herself, other party or community, Notary Organization, and the
Country. Therefore, in carrying out the role, Notary must always enhance his/her
knolewdge; and if required, seek advice from a professional expert for technical
matters related to the preparation of a notary deed; have high accuracy, prudential,
diligence, critical, and dedication in conducting his/her profesion; and aways
comply with Law No. 30/2004 and the Notary Code of Ethics.

Key words . Articles of Association, Limited Liability Company, Foreign
Investment

viii Universitas Indonesia

Analisa yuridis..., Evi Yusnita, Program Magister Kenotariatan, 2012



DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN JUDUL ..ottt en e e e e e e e e e e e [
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALISTAS ....ccocoivveeieeeeeeeeeeee, i
LEMBAR PENGESAHAN ...t iii
KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH ..., iV
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ............... Vi
ABSTRAK,.. [N .. [ ... SO ... S B—..,.................. Vil
ABSTRAIST [ T . TR S SR viii
DAFTAREES | T " DR A—. . S . S ............ iX
DARE AREEE VIS .. T, JSS— N A ... Xil
BAEEESS P NDALLELIAN .. Nl ... s Y. 1
1. Latar Belakang Masalah ...............ccooooiiiiiin 1
2 Pokok Permasalahan ..............cccccoeeviiiiiiieieeveviieen, 6
3. Metee. Penclitiafi... 2F..... il ........ S, . .. 7
4 stiemali@ PanuliS0 . ... . W .............. 8 ... 8
BAB 2 PEMBUATAN PASAL 3 DAN PASAL 4 ANGGARAN
DASAR PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN
MODAL ASING, TANGGUNG JAWAB NOTARIS,
DAN ANALISA AKTA/KASUS .......ooeoiiiiiiiieieeeeeeiieeeinnn, 10
1. Bidang Usaha Dan Modal Perseroan Terbatas
Penanaman Modal Asing, Dan Jabatan Notaris ......... 10
1.1 Pengertian dan Jenis-jenis Perseroan Terbatas 10
1.2 Perseroan Terbatas Sebagai Sarana
Penanaman Modal ASiNg ......cccoeoovviiiiiiiiinnnnne, 24
1.3 Pengertian Dan Fungsi 1zin Penanaman Modal
Asing Dan Izin Teknis..............ccevviiieeeennnn, 27
1.4 Badan, Kementerian  Atau Lembaga
Pemerintah Yang Berkaitan Dengan Izin
Penanaman Modal Asirigan Izin Teknis..... 30
1.5 Jabatan Notaris .........ccccveviiiiiiiiin i, 31
2. Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Asing,
Dan Tanggung Jawab Notaris . 33
2.1 Asas-asas yang Terkandung Dalam Undang-
undang Penanaman Modal ................cccceeenn.. 33
IX Universitas Indonesia

Analisa yuridis..., Evi Yusnita, Program Magister Kenotariatan, 2012



BAB 3

Halaman

2.2 Asas dan Prinsip Dasar Perseroan Terbatas
Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas
dan Undang-undang Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah ..........cccovvvvviiiciiinieeee, 35
2.3 Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman
Modal, Kementerian Teknis, Dan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia ...................... 36
2.4 Izin Penanaman Modal Asing, lzin Teknis,
Akta Anggaran Dasar ..........cccccceeeeeeeeeniiiiiinnnns 41
2.5 Penjabaran Maksud Dan Tujuan, Serta Modal
Yang Dinyatakan Dalam Mata Uang Asing
Dalam Akta Anggaran Dasar Perseroan
RIS S TR . AR B 46
2.5.1 Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan
RE IS S . 46
2.5.2 Modal Yang Dinyatakan Dalam Mata
Bia 0 O SN Qo . 48
2.6 Tanggung Jawab Notaris ..............cccieeuene... 52
2.6.1 Menurut Undang-undang Perseroan
narba@s .. 8.....................0 ... g 52
2.6.2 Menurut = Undang-undang  Jabatan
DIOTRrisEs .. ... . . ... .. 52
2.6.3 Secara Perdata ............ccoeeeiiiiiiiiiiininnn, 57
2.6.4 Secara Pidana ..........cccooeeeeeiiiiiiiieeiininiiens 60
2.6.5 Menurut Kode EtiK ..........ccccoo i 62
3 Analisa Kasus Akta Notaris Atas Pemenuhan
Persyaratan Pembuatan Pasal 3 dan Pasal 4
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Penanaman
Modal Asing, Dan Tanggung Jawab Notaris ........... 64
3.1 Maksud, Tujuan Dan Kegiatan Perseroan ...... 65
3.1.1 Pemenuhan Persyaratan Pasal 3
Mengenai Maksud, Tujuan Dan
Kegiatan Perseroan ......................... 65
3.1.2 Tanggung Jawab Notaris Terkait Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan ..................... 70
3.2 Modal Perseroan ...........ccoocevviiiiiiin i ianne, 72
3.2.1 Pemenuhan Persyaratan Pasal 4
Mengenai Modal Perseroan ................ 72
3.2.2 Tanggung Jawab Notaris Terkait Pasal 4
Anggaran Dasar Perseroan ..................... 77
PENUTUP .o 80
1. SIMPUIAN .o 80
2. SAMAN ..o 81
X Universitas Indonesia

Analisa yuridis..., Evi Yusnita, Program Magister Kenotariatan, 2012



Halaman

DAFTAR REFERENSI ... 83

LAMPIRAN

Xi Universitas Indonesia

Analisa yuridis..., Evi Yusnita, Program Magister Kenotariatan, 2012

91



Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3

Lampiran 4

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Mekanisme Perizinan Penanaman Modal Di Bidang
Usaha Yang Tidak Mendapat Fasilitas Fiskal Dan Di
Bidang Usaha Yang Mendapat Fasilitas Fiskal Tetapi
Perusahaan Tidak Memerlukan Fasilitas Fiskal ............. 91

Mekanisme Perizinan Penanaman Modal Di Bidang
Usaha Yang Mendapat Fasilitas Fiskal Dan Perusahaan

Yang Memerlukan Fasilitas Fiskal ...................cccccvvnnee 92
Akta Pasal 3 Anggaran Dasar PT ABC ...............cceeeeeee. 93
Akta Pasal 4 Anggaran Dasar PT DEF ......................... 103

Xii Universitas Indonesia

Analisa yuridis..., Evi Yusnita, Program Magister Kenotariatan, 2012



BAB 1
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Seorang notaris yang membuat akta sehubungan dengan anggaran dasar
Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan dan Pasal 4 tentang
Modal sebuah perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing harus
menjabarkan kedua pasal tersebut dengan tepat, benar dan jelas sesuai dengan izin
yang diberikan oleh pemerintah yang berwenang dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sehingga anggaran dasar perseroan tersebut dapat
menjadi pedoman yang tepat bagi arah kebijakan operasional perseroan.

Peraturan perundang-undangan yang saat ini mengatur pembuatan anggaran
dasar Pasal 3 dan Pasal 4 Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT)
adalah Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang
dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2007 (untuk selanjutnya disebut UU No.
40/2007). UU No. 40/2007 merupakan revisi atau perbaikan terhadap Undang-
undang No. 1 Tahun 1995 yang dikeluarkan tanggal 7 Maret 1995.

Pengaturan mengenai Penanaman Modal Asing (untuk selanjutnya disebut
PMA) didasarkan pada Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman
Modal yang dikeluarkan tanggal 26 April 2007 (untuk selanjutnya disebut UU No.
25/2007). UU No. 25/2007 menggantikan undang-undang yang berlaku
sebelumnya, yaitu:

a. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang
kemudian diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang

Perubahan Dan Tambahan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang

Penanaman Modal Asing;
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b. Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri, yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1970
tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-undang No. 6 Tahun 1968
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Sebuah PMA harus berbentuk badan hukum PT. Hal ini didasarkan pada
Pasal 5 ayat (2) UU No. 25/2007 yang menyatakan bahwa PMA wajib dalam
bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah
negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Selain peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, PMA
tidak boleh melanggar Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, Dan Menengah (untuk selanjutnya disebut UU No. 20/2008). Undang-
undang ini memberikan perlindungan dan pengembangan potensi usaha mikro,
kecil, dan menengah agar memperoleh jaminan kepastian dan keadilan berusaha.

PMA yang telah berbadan hukum diklasifikasikan sebagai badan usaha
berskala besdr.Pemerintah menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk

usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka

'Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha
Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan
usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (Pasal 1 angka 4 UU No.
20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah).

Bandingkan dengan Pasal 6 angka (3) UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan

Menengah tentang kriteria Usaha Menengah, adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b.  memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima
ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
milyar Rupiah).
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untuk usaha besér.

Untuk melaksanakan UU No. 25/2007, Pemerintah telah memberlakukan
Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang
Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang
Penanaman Modal, yang menggantikan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007
yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007. Peraturan
yang sekarang berlaku juga merupakan peraturan pelaksanaan dari dua Undang-
Undang tersebut di atas, yaitu UU No. 40/2007 dan UU No. 20/2008.

Beberapa bidang usaha di bidang kesehatan yang dibatasi untuk dijalankan
oleh PT dalam rangka PMA, diantaranya:

- Usaha Industri Farmasi, yaitu Industri Bahan Baku Obat, Industri Obat Jadi,
dipersyaratkan kepemilikan modal asing maksimal 75%.

- Produsen Narkotika (Industri Farmasi), dipersyaratkan dengan perizinan
khusus dari Menteri Kesehatan.

- Usaha Industri Obat Tradisional, Pengolahan Obat Tradisional,
diperuntukkan hanya untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (untuk
selanjutnya disebut PMDN).

- Perdagangan Usaha Farmasi, diperuntukkan hanya untuk PMDN. Bidang
usaha ini mencakup kegiatan ekspor, impor, distributor utama, sampai

dengan kegiatan eceran.

’Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro,
kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan
syarat harus bekerja sama dengan usaha usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi
(Pasal 13 ayat 1 UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal).

Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal
didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif
sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai
penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar
penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang
usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang
diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha
mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak kewajiban, dan tanggung jawab penanam
modal serta fasilitas penanaman modal, yang di dalamnya mengatur menenai
kelembagaan, peyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur
tentang penyelesaian sengketa (Paragraf 4 Penjelasan UU No. 25/2007 tentang
Penanaman Modal).
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- Perdagangan Besar Bahan Baku Farmasi, diperuntukkan hanya untuk

PMDN.

- Perdagangan Besar Farmasi Narkotika, dipersyaratkan dengan perizinan
khusus dari Menteri Kesehatan.
- Apotek, Toko Obat: diperuntukkan hanya untuk PMDN.

Sebelum obat diedarkan di wilayah Indonesia harus diregistrasi pada Kepala
Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (untuk selanjutnya disebut BPOM) untuk
mendapatkan Izin EddrRegistrasi obat impor dilakukan oleh industri farmasi
ddam negeri yang mendapat persetujuan tertulis dari industri farmasi di luar
negeri, dimana persetujuan tertulis tersebut harus mencakup alih teknologi
sehingga dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun obat tersebut harus
sudah dapat diproduksi di dalam nedeRegistrasi obat impor yang dilindungi
paen dapat diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya perlindungan hak paten.
Bila disetujui, obat impor tersebut hanya boleh diedarkan setelah habis masa
perlindungan paten obat inovatornya.

Bila sebuah PT dalam rangka PMA mempunyai izin untuk melakukan
kegiatan usaha di bidang ekspor, impor dan distributor utama, PT tersebut hanya
dapat melakukan kegiatan ekspor, impor dan distributor utama produk kesehatan
umum, namun tidak dapat menggunakan izin tersebut untuk melaksanakan
kegiatan ekspor, impor dan distributor utama produk obat-obatan farmasi apabila
perusahaan tersebut tidak mempunyai izin usaha industri farmasi. Apabila terjadi
kesalahan dalam anggaran dasar perseroan yang mencantumkan bahwa kegiatan
perseroan adalah di bidang ekspor, impor dan distributor utama yang sebagian
produknya adalah obat-obatan farmasi, sementara perseroan tidak memiliki izin
usaha industri farmasi, apakah akibatnya bagi perseroan, dan bagaimana tanggung
jawab notaris? Tindakan apakah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki

kesalahan tersebut?

3Menteri Kesehatan Republik IndonesReraturan Menteri Kesehatan tentang
Registrasi Obat. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1010/MenKes/PER/XI11/2008 tanggal
3 Nopember 2008, Pasal 2 angka (1), (2), dan (3).

*Ibid., Pasal 10 ayat (1) dan (2).

°|bid., Pasal 13.
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Demikian pula apabila PT yang didirikan dengan modal patungant (
venture), yaitu antara PMA dengan PMDN, telah bersepakat agar modal disetor
dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dan pembukuan Perseroan dinyatakan
dalam mata uang Rupiah. Bila pemegang saham asing baru menyadari setelah
beberapa tahun kemudian bahwa telah terjadi kesalahan dalam penetapan kurs
nilai tukar jumlah setoran modal masing-masing pemegang saham sehingga
mempengaruhi jumlah saham yang dimilikinya, bagaimanakah memperbaiki
keadaan ini? Bagaimanakah menentukan jumlah setoran modal masing-masing
pemegang saham yang harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan? Kurs
nilai tukar apa yang seharusnya dipergunakan? Apabila terjadi kesalahan dalam
penentuan setoran modal masing-masing pemegang saham apakah akibatnya bagi
pemegang saham, dan perseroan, dan bagaimana tanggung jawab notaris?

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (untuk selanjutnya disebut
PTSP) di bidang penanaman modal oleh Pemerintah dilaksanakan oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut BKPM) atas dasar
pelimpahan/pendelegasian wewenang dari Menteri teknis/Kepala Lembaga
Pemerintah Non Departemen (untuk selanjutnya disebut LPND) yang memiliki
kewenangan atas urusan pemerintah di bidang penanaman °nBetdhsarkan
kewenangan itu BKPM mengeluarkan izin penanaman modal. Izin penanaman
modal bagi PMA yang dijadikan dasar pembuatan akta anggaran dasar PT antara
lain Pendaftaran Penanaman Modal, 1zin Prinsip Penanaman Modal, 1zin Prinsip
Perluasan Penanaman Modal, dan Izin Prinsip Prubahan Penanamar Modal.

Terkait dengan pembuatan akta anggaran dasar perseroan, notaris adalah
pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan
lainnya berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
(untuk selanjutnya disebut UU No. 30/2004). Para pendiri PT dengan bantuan
seorang notaris membuat Akta Pendirian PT yang berisi anggaran dasar

®UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 26 (2); dan Peraturan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1/P/2008 tanggal 3 April 2008, Pasal 3 ayat (1).

"Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1/P/2008 tanggal 3
April 2008, Pasal 6 ayat (2).
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perseroafi. Demikian pula bila akan melakukan perubahan anggaran dasar
perseroan. Anggaran dasar PT tersebut, harus sejalan dan tidak bertentangan
dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam izin penanaman modal

Bersama dengan dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Domisili
Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan bukti setoran modal, Akta Pendirian
PT tersebut kemudian diajukan oleh notaris kepada Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut Menkumham) untuk mendapatkan
pengesahan sebagai badan hukum.

Apabila terjadi perubahan dalam kegiatan perseroan seperti peningkatan
modal dasar, penurunan modal, perubahan bidang usaha, perubahan pemegang
saham, perubahan lokasi proyek, dll; maka PMA yang telah berbadan hukum
tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan perubahan penanaman

modal dari BKPM sebelum melakukan perubahan anggaran dasar pef§eroan.
2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka
penulisan akan dititikberatkan pada permasalahan-permasalahan berikut:

a. Bagaimanakah pembuatan Pasal 3 tentang Maksud, Tujuan dan Kegiatan
Usaha Perseroan dan Pasal 4 tentang Modal dari anggaran dasar PT dalam
rangka PMA, dikaitkan dengan izin penanaman modal dan izin teknis yang
diberikan pemerintah kepada sebuah Perseroan?

b. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap akta yang memuat Pasal 3
dan Pasal 4 anggaran dasar PT dalam rangka PMA yang telah dibuatnya?

8UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 7 ayat (1).

°Http://www.bkpm.go.id, mengenai Prosedur Mendapatkan lIzin-Izin Pendirian
Perseroan Terbatas PMA dan PMDN, diunduh tanggal 12 September 2009.

YPperaturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1/P/2008 tanggal
3 April 2008, Lampiran 8 — Model Ill tentang Permohonan Perubahan Ketentuan Dalam
Surat Persetujuan Penanaman Modal.
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3. M etode Pendlitian

Penelitian merupakan sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian
ini bertujuan agar dapat memperoleh penjelasan terhadap masalah yang diteliti,
dan untuk menganalisa permasalahan yang bertujuan memberikan saran
pemecahan permasalahaproplem solving). Sedangkan metode penelitian
berfungsi sebagai suatu pedoman untuk mempelajari, menganalisa, dan
memahami permasalahan yang diteliti.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif yang bersifat eksplanatoris. Metode penelitian yuridis normatif dalam
hal ini adalah metode yang menggunakan disiplin llmu Hukum, yang mengacu
pada norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
permasalahan yang diteliti. Bersifat eksplanatoris karena penulis akan
menguraikan permasalahan yang ditelitt dan kemudian menganalisanya agar
dapat memberikan saran pemecahan permasalahan.

Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpul data studi dokumen
dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan pendukung.

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan
memperhatikan sumber data, yaitu yang diperoleh dari bahan-bahan plstaka.
Penelitian kepustakaan mencakup:

a. Bahan hukum primer, yaitu:

(1) Peraturan perundang-undangan, antara lain yang mengatur tentang
Perseroan Terbatas; Penananam Modal; Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah, Jabatan Notaris, peraturan perundang-undangan di bidang
farmasi, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

(2) Penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf
sinkronisasi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan

yang terkait.

YSoerjono Soekanto dan Sri Mamudenelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Sngkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), him. 13-14.
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b.  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primée?. berupa buku, artikel, makalah atau karya ilmiah di
bidang hukum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekiirsgperti
kamus hukum, dan kamus bahasa.

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini dianalisa dengan metode
analisis kualitatif, yang memusatkan perhatian pada asas hukum yang dikaitkan
dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasari perwujudan péefiladiau
tindakan-tindakan yang nyata. Analisis dilakukan dengan terlebih dahulu memilih
bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan
topik penelitian ini, untuk kemudian diteliti dengan pola berpikir sistematis
berdasarkan pada logika IImu Hukum. Kemudian hasil analisis diinterpretasikan
untuk memperoleh pemahaman dan jawaban atas permasalahan yang diteliti

dalam penulisan ini.
4, Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dijabarkan dalam 3 (tiga) bab, yaitu:
Bab1l : Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok
permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 : Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama menjelaskan
tentang pengertian dan landasan teoritis sehubungan dengan bidang
usaha dan modal PT dalam rangka PMA, izin penanaman modal
asing, izin teknis, sertbadan, kementerian atau lembaga pemerintah
yang berkaitan dengan kewenangan pemberian izin, dan jabatan
Notaris. Dalam sub bab kedua dibahas mengenai asas-asas, dan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pasal 3 dan Pasal

Ylbid., him. 12.
Ylbid., hd. 13.

“Ibid., him. 62.
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Bab 3

4 anggaran dasar PT dalam rangka PMA, izin PMA, izin teknis, akta
anggaran dasar Perseroan, penjabaran maksud dan tujuan, serta modal
yang dinyatakan dalam mata uang asing dalam akta anggaran dasar
PT, serta tanggung jawab Notaris ditinjau dari Peraturan Jabatan
Notaris, secara perdata, secara pidana, dan menurut Kode Etik. Bab ini
ditutup dengan sub bab ketiga mengenai analisa kasus akta notaris atas
Pasal 3 mengenai maksud, tujuan dan kegiatan Perseroan, dan Pasal 4
mengenai modal dalam anggaran dasar PT PMA, serta tanggung
jawab Notaris terhadap pemenuhan ketentuan penjabaran Pasal 3 dan
Pasal 4 anggaran dasar Perseroan tersebut.

Bab ini berisi simpulan dari bab sebelumnya, yang merupakan juga
jawaban atas pokok permasalahan sebagaimana tercantum dalam Bab
1, dan akhirnya ditutup dengan penyampaian saran atas permasalahan
yang diteliti.
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BAB 2
PEMBUATAN PASAL 3 DAN 4 ANGGARAN DASAR PERSEROAN
TERBATASDALAM RANGKA MODAL ASING, TANGGUNG JAWAB
NOTARIS, DAN ANALISA AKTA/KASUS

1. Bidang Usaha Dan Modal Perseroan Terbatas Penanaman Modal
Asing, Dan Jabatan Notaris

1.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

Pasal 1 ayat (1) UU No. 40/2007 merumuskan PT sebagai badan hukum
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaannya.
Dari pengertian tersebut, maka PT mempunyai unsur-unsur bérikut:
badan hukum;
persekutuan modal;
didirikan berdasarkan perjanjian;

melakukan kegiatan usaha;

© o 0o T p

modal dasar terbagi atas saham.

Kelima unsur tersebut dijabarkan pada bagian berikut ini.

"Man S. Sastrawidjaja, Rai MantilPerseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-
undang, Jilid 1, (Bandung: PT Alumni, 2008), him. 14.
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a. Badan hukum

Ada beberapa teori yang memberikan pengertian tentang badan hukum,
yaitu?
(1) Teori Fiksi oleh Friedrich Carl Von Savigny yang dikemukakan dalam

(2)

bukunya “System des heutigen romischen Rechggda tahun 1849,
meyebutkan bahwa badan hukum semata-mata buatan negara saja, yang
sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu
subyek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia.
“They have existence but no real personality save that given by law,
which regards them as ‘person’.(Mereka diakui keberadaannya,
tetapi bukan suatu pribadi nyata yang dinyatakan oleh hukum, yang
dianggap sebagai orang”.)
Teori Pemilikan Harta Kekayaan Untuk Tujuan Tertentu oleh Alois Ritter
von Brinz yang dikemukakan dalam bukunylzehrbuch der Pandekten”
pada tahun 1883, meyebutkan bahwa harta kekayaan yang menjadi milik
perusahaan menjadikan perusahaan tersebut menjadi subyek hukum.
Pemisahan harta kekayaan badan hukum dengan harta kekayaan anggotanya
dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
“... only human beings can be considered correctly as ‘person’. The
law, however, protects purposes other than those concerning the
interests of human beings. The property ‘owned’ by corporations does
not ‘belong’ to any body. But it may be considered as belonging for
certain purposes and the device of the corporations is used to protect
those purposes’(Hanya manusia yang dapat dianggap sebagai orang,
hukum bagaimanapun juga melindungi tujuan-tujuan lain selain
memperhatikan kepentingan manusia. Harta kekayaan yang dimiliki
oleh perusahaan bukan merupakan milik setiap orang. Tetapi dianggap
sebagai kepemilikan untuk tujuan yang pasti dan merupakan

perlengkapan perusahaan untuk melindungi tujuan-tujuan tersebut.)

“Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiolggis)

(Jakarta: Chandra Pratama, 1996), him. 241-242.
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(3) Teori Organ atau Teori Realis oleh Otto von Gierke yang dikemukakan
dalam bukunydDas deutsche Genossenschaftsrecpéida tahun 1873, dan
Maitland, menyebutkan bahwa badan hukum bukanlah khayalan, melainkan
kenyataan yang ada seperti halnya manusia, yang mempunyai perlengkapan,
selaras dengan anggota badan manusia, karenanya badan hukum di dalam
melakukan perbuatan hukum juga dengan perantaraan perlengkapannya,
seperti pengurus, komisaris dan rapat anggota.

(4) Teori Pemilikan Bersama oleh Marcel Ferdinand Planiol yang dikemukakan
dalam bukunya“‘Traité élémentaire de Droit Civil’ pada tahun 1928,
meyebutkan bahwa badan hukum tidak lain merupakan perkumpulan
manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan
kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota
perkumpulan tersebut secara bersama-sama. Jadi badan hukum hanya
konstruksi yuridis belaka.

PT merupakan badan hukum yang mempunyai sifat dan ciri yang berbeda
dengan badan usaha lainnya, seperti Perusahaan Perorangan/Perusahaan Dagang,
Maatschaap (Persekutuan Perdatafommanditaire Vennootschap (CV),
Vennootschap Onder Firma (Firma); bahkan dari badan hukum lainnya seperti
Yayasan, Koperasi, Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Jawatan
(PERJAN), dan Persero.

Sebagai badan hukum, PT merupakan subyek hukum, dimana sebagai
sebuah badan dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada
umumnya’ Akan tetapi demi hukum, badan hukum tidak mempunyai status yang
sama dengan organ perorangan. Banyak hak dan kewajiban yang hanya dapat
dimiliki dan dilaksanakan oleh orang-perorangan semata-mata. Hukum

orang/pribadi, hukum keluarga, hukum waris tidak berlaku bagi badan Hukum.

3Gatot SupramonoHukum Perseroan Terbata (Jakarta: Djambatan, 2007),
him. 2.

4Widjaja, GunawanRisiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik ,PT
(JakartaFrumSahabat, 2008), him. 15.
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Sebuah PT memperoleh status badan hukum efektif sejak tanggal
diterbitkannya Keputusan Menkumham mengenai pengesahan badan hukum
Perseroan.

Untuk mendapatkan Keputusan Menkumham tersebut, pendiri perseroan,
dengan memberikan kuasa kepada notaris, harus memenuhi persyaratan berikut
ini:®
(1) Mengajukan pemakaian nama Perseroan;

(2) Mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem
administrasi badan hukum (untuk selanjutnya disebut Sisminbakum) secara
elektronik mengisi format isian, yang disebut Format Isian Akta Notaris
(selanjutnya disebut FIAN) Model | untuk permohonan pengesahan status
badan hukum Perserodgang memuat:

1)  nama dan tempat kedudukan Perseroan;

i) jangka waktu berdirinya Perseroan;

i) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

iv) jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

v) alamat lengkap Perseroan.

(3) Permohonan diajukan paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta
pendirian Perseroan ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai
dokumen pendukung.

Dokumen pendukung tersebut meliputi:

a. salinan akta pendirian Perseroan dan salinan akta perubahan
pendirian Perseroan, jika ada;

b. salinan akta peleburan dalam hal pendirian Perseroan dilakukan
dalam rangka peleburan;

*UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat (4).
SUU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 9 dan 10.

"Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndoneBexaturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan
Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan. Peraturan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tanggal 21
September 2007, Pasal 1 ayat 4.
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c.  bukti pembayaran biaya untuk:

1) persetujuan pemakaian nama;

2) pengesahan badan hukum perseroan; dan

3) pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia.

d. bukti setor modal Perseroan berupa:

1) slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau
rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan
telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh
semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta
semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran
modal dalam bentuk uang.

2) keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau
bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk
lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat
kabar jika setoran modal dalam bentuk benda tidak
bergerak;

3) Peraturan Pemerintah dan/atau surat keputusan Menteri
Keuangan bagi Perseroan Persero; atau

4) neraca dari Perseroan atau neraca badan usaha bukan badan
hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.

e. surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari Pengelola
Gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan
ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua
pendiri serta semua anggora Dewan Komisaris Perseroan; dan

f. dokumen pendukung lain dari instansi terkait dengan peraturan
perundang-undangdn.

(4) Jika Menkumham menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan tersebut
secara elektronik, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung
sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon menyampaikan
secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.

Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, maka paling lambat 14

hari terhitung sejak tanggal penyerahan fisik dokumen fisik tersebut Kementerian

Hukum Dan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut Kementerian Hukum

Dan HAM) menerbitkan keputusan pengesahan badan hukum Perseroan yang

ditandatangani secara elektronik.

Nomor dan tanggal akta pendirian, Keputusan Menkumham mengenai

pengesahan badan hukum Perseroan, nama dan tempat kedudukan notaris yang

8UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7.
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membuat akta pendirian, nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris, yang seluruhnya merupakan data
Perseroan dimuat dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian
Hukum Dan HAM pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal Keputusan
Menkumham tersebut. Kementerian Hukum Dan HAM kemudian mengumumkan
dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia akta pendirian Perseroan
beserta Keputusan Menkumham tersebut dalam waktu paling lambat 14 hari

terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menkumham dim&ksud.

b. Persekutuan modal

Persekutuan modal adalah persekutuan yang mengutamakan terkumpulnya
modal sebanyak-banyaknya dengan cara menjual s&ham.

Istilah perseroan pada PT menunjuk pada cara penentuan modal pada badan
hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas pada
batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas
pada jumlah nilai nominal dari semua saham yang dintfliRemegang saham PT
yang telah berbadan hukum tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan
yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian
Perseroan melebihi saham yang dimiliki, sepanjang dilakukan dengan itikad
baik !>

Ada lima alasan dikembangkannyarinciples of economic efficiency”
sehubungan dengan pertanggungjawaban terbatas bagi PT:

“l. limited liability decreases the need for shareholders to monitor the
managers of companies in which they invest because the financial
consequences of company failure are limited.

°UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 29 dan 30.
®Man S. Sastrawidjaja, Rai Mantili, Loc.Gitim. 15.

1C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansiduk Beluk Perseroan Terbatas Menurut
Undang-undang No. 40 Tahun 2007, (Jakarta: Rineka Cipta, April 2009), him. 10.

“Bandingkan dengan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 3.
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2. limited liability provides incentives for managers to act efficiently and
in the interests of shareholders by promoting the free transfer of
shares.

3. limited liability assists the efficient operation of the securities markets

because, as ..... the prices at which shares trade does nor depend upon
an evaluation of the wealth of individual shareholders.
4. limited liability permits efficient diversification by shareholders, which
in turn allows shareholders to reduce their individual risk.
5. Limited liability facilitates optimal investment decisions by managers.
. limited liability provides incentives for shareholders to hold
diversified portofolios.*®

Kebalikan dari persekutuan modal adalah persekutuan orang. Persekutuan
modal berbeda dengan persekutuan orang yang lebih mengutamakan kualitas
sekutunya. Firma adalah salah satu bentuk usaha persekutuan orang, di mana di
dalamnya terdapat ‘nama bersartfaPara sekutu yang melepaskan modal adalah
juga sekutu yang melakukan pengurusan dan pengelolaan terhadap firma tersebut.
Pengurusan atau pengelolaan harta persekutuan adalah pengelolaan harta
kekayaan pengurus itu sendiri. Sekutu dalam Firma dikenakan tanggung jawab
renteng atau tanggung menanggung, dan perbuatan sekutu mengikat persekutuan
tersebut’

Tanggung jawab terbatas bagi harta kekayaan pribadi pemegang saham PT
memberikan manfaat kepada pemegang saham. Bahwa tidak setiap kegiatan dari
pengurus PT memerlukan pengetahuan atau persetujuan pemegang saham, pada
akhirnya mengurangi peran pemegang saham dalam melakukan pengawasan
secara terus menerus dan waktu ke waktu terhadap jalannya kegiatan pengelolaan
Perseroan. Peran pengawasan oleh pemegang saham dapat dilakukan dalam
wadah RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa. Makin besar saham yang dimiliki

pemegang saham makin besar kewenangan yang dimilikinya dalam RUPS.

BEasterbrook, F dan D Fischd@he Economic Structure of Corporate Lat®991.
Sebagaimana dikutip oleh Gunawan Widjdssiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris
& Pemilik PT, (JakartaForumSahabat, 2008), him. 20.

Man S. Sastrawidjaja, Rai Mantili, Loc.Cit

®Gunawan Widjaja. Loc. Cit., him. 20-21.
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Akan tetapi sifat pertanggungjawaban terbatas dalam suatu badan hukum PT
tidak dapat dipergunakan untuk merugikan kepentingan pihak ketiga yang
beritikad baik. Hukum harta kekayaan menjamin bahwa setiap piutang pasti ada
jaminannya; dan untuk itulah mekanisetio Paulina diberlakukan agar harta
kekayaan debitur tetap cukup untuk membayar kewajibannya. Bagi suatu badan
hukum PT yang pengelolaan dan jalannya kegiatan Perseroan diserahkan
sepenuhnya pada individu manusia yang memiliki kehendak yang dapat saja
berseberangan dengan maksud dan tujuan PT, maka harta kekayaan perseroan
harus dapat dilindungi dari tindakan perorangan sedemikian termasuk kreditor
perseroan dalam kepailitan. Dalam hal ini berlaku t&@ercing the Corporate
Veil” yang menyatakan bahwa jika “keadaan terpisah” antara perseroan dengan
pemegang saham tidak ada, maka selayaknyalah jika sifat pertanggungjawaban
terbatas dari pemegang saham juga dihapuskan. Dengan tidak adanya pembatas
antara perseroan dan pemegang saham dalam melakukan pengelolaan perseroan,
maka pembatas pertanggungjawaban terbataspun demi hukum hapus dan
bercampur menjadi satu. Jadi dalam hal ini pemegang saham turut bertanggung

jawab secara pribadi terhadap kerugian BT.”

lbid., him. 19-22, 37-40.

Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 yang mengatur pengecualian terhadap Pasal 2,

menganut pemberlakuan prinsipiercing the Corporate Veil yaitu dalam hal

perlindungan kepada kreditor perseroan:

(1) persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

(2) pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk
memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

(3) pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Perseroan; atau

(4) pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum
menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan
menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Prinsip Piercing the Corporate Vejuga terkandung dalam Pasal 61 dan 62 UU No. 40

Tahun 2007, yang merupakan bentuk perlindungan kepada pemegang saham minoritas:

(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke
pengadilan negeri tempat kedudukan Perseroan apabila dirugikan karena tindakan
Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat
kepengurusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

(2) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli
dengan harga yang wajar, termasuk mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh
pihak ketiga, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang
merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

i) perubahan anggaran dasar;
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c. Didirikan berdasarkan perjanjian
Terbentuknya PT menunjukkan adanya suatu perkumpulan dari orang-orang

yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berberfuk PT.

Kesepakatan tersebut membentuk perjanjian. Menurut Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata), untuk
sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

(1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

(2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

(3) suatu hal tertentu;

(4) suatu sebab yang halal.

Untuk sahnya perjanjian pembentukan PT, selain keempat syarat tersebut
diperlukan formalitas tertentu, yaitti:

a) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang
dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1) UU No. 40/2007).

b)  Akta notaris yang dimaksud adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di
hadapan Notaris menurut UU No. 30/2004 (Pasal 1 angka 7 UU No.
30/2004).

Perbuatan hukum ini menunjukkan adanya kehendak yang tertuju pada suatu
akibat hukum, yaitu pendirian PT. Dengan demikian pendirian PT merupakan
Perjanjian Formif®

Mengapa pendirian PT dan berbagai aspek Perseroan harus diatur dengan
undang-undang? Karena pengaturan yang komprehensif oleh undang-undang,

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih

i)  pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih
dari 50% kekayaan bersih Perseroan; atau

iii) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

YGatot Supramono, Loc. Gihim. 3.

“bid., him. 5-6.

“Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di
Bidang Kenotariatan, cet. 2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), him. 47-48.
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memberikan kepastian hukum khususnya pada dunia usaha, yang selanjutnya
dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondtfif.

d. Melakukan kegiatan usaha

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang
dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangdn.

Hal ini mengandung makna bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
yang dijalankan oleh Perseroan harus dicantumkan dalam anggaran dasar
Perseroan. Dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dalam rangka
menjalankan kegiatan usaha, tujuan utama Perseroan adalah untuk memperoleh
laba atau keuntungan. Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan tersebut tidak
boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa PMA yang telah
berbadan hukum (PT PMA) dianggap sebagai badan usaha berskala besar, karena
itu perlu ada mekanisme pengawasan agar kepentingan ekonomi nasional
termasuk perkembangan dan perlindungan usaha nasional mikro, kecil, menengah
dan koperasi tidak dilanggar. Peraturan perundang-undangan yang berlaku
sekarang yang cukup tegas mengatur agar bidang usaha yang diprioritaskan untuk
usaha mikro, kecil, menengah tidak dilanggar adalah Peraturan Presiden No. 36
Tahun 2010 Peraturan tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha
Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

e. Modal dasar terbagi atas saham
Modal dasar dibagi atas saham-saham yang masing-masing memiliki nilai

nominal saham sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.

UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Penjelasan paragraf 1 dan 13.

YU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 18.
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Nilai nominal saham adalah nilai yang tertera pada lembar saham. Nilai
nominal berbeda dengan nilai intrinsik. Nilai intrinsik saham adalah nilai
ekonomis atau nilai jual dari dari saham tersébut.

Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Nilai saham harus
dicantumkan dalam mata uang Rupiah. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat
dikeluarkan, kecuali Perseroan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan
pasar modal. Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang
dimilikinya.??

Mengacu pada Pasal 31 sampai 35 UU No. 40/2007, modal Perseroan diatur
sebagai berikut:

(1) Modal dasar terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

(2) Modal dasar paling sedikit Rp50 juta. Namun untuk kegiatan usaha tertentu,
undang-undang dapat menentukan jumlah minimum modal yang lebih besar
dari Rp50 juta. Contoh: bidang usaha perbankan, asuransi, konstruksi, dan
lain-lain.

(3) Paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.
Penambahan modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

(4) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau
bentuk lainnya. Penilaian setoran modal saham dalam bentuk lain ditentukan
berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh
ahli yang tidak terafiliasi atau independen dengan Perseroan. Penyetoran
dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan minimal dalam satu
surat kabar dalam jangka waktu minimal 14 hari setelah akta pendirian
ditandatangani atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham (untuk
selanjutnya disebut RUPS) memutuskan penyetoran saham.

(5) Pemegang saham dan kreditor yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan
tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban

penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh

%2C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Loc. Cit., him. 10.
#JU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 48, 49, dan 51.

Universitas Indonesia

Analisa yuridis..., Evi Yusnita, Program Magister Kenotariatan, 2012



(6)

21

RUPS. Dalam hal ini hak tagih yang dapat dikompensasi adalah yang timbul

karena:

i)  Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau
tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;

i)  pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah
membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau
dijamin; atau

iii) Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga
dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang dapat
dinilai dengan uang baik langsung atau tidak langsung secara nyata
telah diterima Perseroan.

Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri atau dimiliki

oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung

telah dimiliki oleh Perseroan. Hal ini tidak berlaku terhadap kepemilikan
saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau
hibah wasiat, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu satu tahun
setelah perolehan harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang
memiliki saham Perseroan. Bila perseroan lain tersebut merupakan
perusahaan efek, maka berlaku peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal.

Sebagai badan hukum, dimana PT merupakan subyek hukum yang dapat

dibebani hak dan kewajiban serta bertindak seperti halnya manusia, maka

pendirian PT harus memenuhi unsur-unsur sebagai béfikut:

a

memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari ketentuan anggota atau
kekayaan pengurus;

memiliki tujuan sendiri yang terpisah dari tujuan para anggota atau
pengurus;

memiliki kepentingan sendiri;

memiliki organisasi yang teratur (organ).

*Man S. Sastrawidjaja, Rai Mantili, Loc.Cit., him. 15.
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Sebagai badan hukum, PT mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari
kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham) maupun dengan
kekayaan pengurusnya, dalam hal ini Direksi. Kekayaan yang terbentuk ini
merupakan jaminan bagi semua perikatan perséroan.

Perseroan memiliki kepentingan. Perbuatan hukum sebuah PT dilakukan
oleh Direksi untuk dan atas nama PT, dan perbuatan hukum mengikat PT
tersebut®

PT memiliki organ yang gunanya untuk menggerakkan perseroan agar
badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ tersebut terdiri
dari?’

i)  RUPS,
i)  Direksi, dan
i) Dewan Komisaris.

RUPS merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam
perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada organ
perseroan lainnya. RUPS mengangkat dan memberhentikan Direksi dan
Komisaris, menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan,
menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dagar, dil.

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas
pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili
perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar. Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan,
tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar persé?o@mgan Direksi dipilih oleh

Blbid.
“Ybid.
#'Gatot Supramono, Loc.Gitlm. 3.
Bbid.

#Ibid.
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RUPS, dan karenanya harus pula bertanggung jawab kepada®RUPS.

Organ Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada
Direksi dalam menjalankan perserdabalam menjalankan tugasnya, Komisaris
juga dibatasi oleh anggaran dasar.

Karena di samping organ Direksi, PT mempunyai organ Dewan Komisaris

maka sistem ini disebut sistem “dewan gandab(tierboard).

Ditinjau dari cara menghimpun modal perseroan, maka Perseroan dapat
dibedakan menjadi empat jenis, yaifu:

a PT Terbuka: adalah suatu PT di mana masyarakat luas dapat ikut serta
menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh
PT tersebut melalui bursa dalam rangka memupuk modal untuk investasi
PT. PT Terbuka juga disebut PT yang go-public

b. PT Publik: adalah PT yang tidak melakukan penawaran umum, dalam arti
tidak menjual sahamnya melalui burga{publig, namun modalnya sangat
besar dan terbagi atas sejumlah pemegang saham yang banyak sekali.

(03 PT Tertutup: adalah PT yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya
kepada masyarakat luas, yang berarti tidak setiap orang dapat ikut
menanamkan modalnya. Umumnya modal berasal dari kalangan tertentu
misalnya hanya dari kerabat, keluarga, atau kalangan terbatas.

d. PT Perseorangan: adalah PT yang sahamnya dikuasai oleh satu pemegang
saham saja. Hal ini dapat terjadi dimana pada saat pendirian PT terdapat
lebih dari satu pemegang saham, yang kemudian beralih menjadi satu
pemegang saham.

Pembahasan dalam penulisan ini akan lebih mengarah kepada jenis

perseroan terbatas tertutup.

¥Johannes IbrahimHukum Organisasi Perusahaan, (Bandung: PT Refika
Aditama, April 2006), him. 65.

$Gatot Supramono, Loc.Gitlm. 4.

¥C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Loc. Cit.., him. 2.

Universitas Indonesia

Analisa yuridis..., Evi Yusnita, Program Magister Kenotariatan, 2012



24

1.2  Perseroan Terbatas Sebagai Sarana Penanaman Modal Asing

Dalam hukum ekonomi, istilah penanaman modal berarti penanaman modal
yang dilakukan langsung oleh investor lokddrestic investmentinvestor asing
(foreign direct investmeratau FDI), dan penanaman modal yang dilakukan secara
tidak langsung oleh pihak asinigieign indirect investmeratau Fll). Bentuk FII
lebih dikenal dengan istilah penanaman modal dalam bentuk portofolio yaitu
pembelian efek melalui Pasar Mod@apital Markej.*®

Beberapa pengertian penanaman modal menurut beberapa literatur berikut:
a. Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, menggunakan istilah investasi yang

berarti:

“penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana
yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih
berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal.

Investasi dapat pula berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan (di
mana investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau
menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin
memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaantfya.”

b.  Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, menggunakan istilah
investmenatau investasi, yaitu penanaman modal digunakan untuk:

“‘penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi
barang-barang atau produsen atau barang-barang konsumen. Dalam arti
yang semata-mata bercorak keuangmvestmentmungkin berarti
penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan selama jangka
waktu yang relatif panjang, supaya memperoleh suatu hasil yang
teratur dengan maksimum keamanan.”

#Menurut Pasal 1 butir 13 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan
perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya,
serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasal 1 butir 5 menyebutkan
bahwa efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersil,
saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak
berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Pasal 1 butir 24 menyebutkan bahwa portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki
oleh pihak. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau
kelompok yang terorganisasi (Pasal 1 butir 23).

%John Downes dan Jordan Elliott Goodmigamus Istilah Keuangan & Investasi
Alih bahasa: Soesanto Budhidarmo, (Jakarta: Elex Media Komputendo, 1994), him. 300.
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C. Kamus Ekonomi, menggunakan istilatwvestmentatau investasi, yang
mempunyai dua makna yaitu:

“Pertama. Investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda
tidak bergerak, setelah dilakukan analisis akan menjamin modal yang
dilekatkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor
tersebut yang membedakan investasi dengan spekulasi.

Kedua. Dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian alat produksi
(termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal
berupa uang.”

d. Kamus Hukum Ekonomi, menggunakan istilah investmetuk penanaman
modal; investasi yang berarti penanaman modal biasanya dilakukan untuk
jangka panjang, berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau pembelian
sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntufigan.

e. Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggunakan istilah investasi, yang berarti
penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan
memperoleh keuntungan; juga berarti jumlah uang atau modal yang
ditanam®’

f. UU No. 25/2007, menggunakan istilah penanaman modal. Pasal 1 butir 1
menyebutkan bahwa “Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam
modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.”
Dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 2, bahwa yang dimaksud
dengan “penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik
Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk

penanaman modal tidak langsung atau portofolio.”

*A. AbdurrachmanEnsiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Cetakan 6,
(Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), him. 340.

%A.F. Elly Erawaty, dan J.S. Badud§amus Hukum Ekonomi Indonesia Inggris
ed. pendahuluan, (Jakarta: ELIPS, 1996).

$Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonksimus Besar
Bahasa Indonesia, ed. 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

Universitas Indonesia

Analisa yuridis..., Evi Yusnita, Program Magister Kenotariatan, 2012



26

Hal ini cukup jelas karena hal yang berhubungan dengan penanaman modal

tidak langsung telah diatur tersendiri dalam Undang-undang No. 8 Tahun

1995 tentang Pasar Modal.

PMA dapat digolongkan berdasarkan dua bentuk, yaitu:

a PMA sepenuhnya, dimana seluruh modal yang ditanamkan dimiliki oleh
warga negara atau badan hukum asing.

b. PMA Joint Venture yaitu patungan antara modal asing dengan modal yang
dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut di atas, penanam modal asing dapat berupa:

a. Perseorangan warga negara asing;

Badan usaha asing, atau
C. Pemerintah negara asing.

PMA Joint Venture memerlukan joint venture agreementperjanjian
patungan). Menurut Erman Rajagukguk dkk., yang dimaksud dgoigarenture
agreementadalah suatu kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik
modal nasional berdasarkan suatu perjanjian (kontrakfual).

Sebagaimana telah diungkapkan pada bab sebelumnya, PMA di Indonesia
wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam
wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
Dengan demikian PMA tidak dapat dilakukan dalam bentuk usaha lain seperti
perusahaan perorangan, persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer,
yayasan, ataupun koperasi.

PMA dalam bentuk PT dilakukan dengan:

a. mengambil bagian saham pada saat pendirian PT;

membeli saham; dan
c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

¥salim HS. dan Budi Sutrisndiukum Investasi Di Indonesia, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2008), him. 164.

%Erman Rajagukguk, dkkHukum Investasi (Bahan KulighjJakarta: Ul Press,
1995), him. 200.
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PMA dan penanam modal yang mengunakan modal asing méfiputi:
a  PMA yang dilakukan oleh pemerintah negara lain;
b. PMA yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing;
c. penanam modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari

pemerintah negara lain.

1.3 Pengertian Dan Fungsi Izin Penanaman Modal Asing Dan |zin Teknis

Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang
mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan
prosedur sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangarf’

Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan
tingkah laku warga atau penduduk. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa
berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan
tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dalam arti
luas, dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya
untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini
menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum
mengharuskan adanya pengawasan khusus untuk itu. Dalam arti sempit, izin
adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin yang didasarkan pada
keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau
untuk menghalangi keadaaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur
tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar dapat
melakukan pengawasan. Hal yang pokok pada izin ialah bahwa suatu tindakan
dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan
yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas
tertentu bagi tiap kasus. Jadi izin bukan hanya untuk memberi perkenan dalam

“Peraturan Kepala BKPM No. 12/2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Permohonan Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (3).

“ISjachran BasahPencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi.
Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi Dan Hukum Lingkungan Di Fakultas
Hukum UNAIR (Surabaya: 1995), him. 3
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keadaan—keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang

diperkenankan dilakukan dengan cara sebagaimana dicantumkan dalam

ketentuan-ketentudf.
Perizinan mempunyai unsur-unsur berikét:

a.  merupakan instrumen yuridis bagi pemerintah untuk menjaga ketertiban dan
keamanan, dan mengupayakan kesejahteraan umum, yaitu dalam bentuk
ketetapan. Izin merupakan bagian dari ketetapan yang bersifat konstitutif,
yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak
dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau
ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak
diperbolehkan.

b. penerbitannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kewenangan pemerintah untuk menerbitkan izin bersifat kewenangan bebas

(diskresionare powe¢rdengan pembatasan peraturan perundang-undangan

*N. M. Spelt dan J. B. J. M. ten Bergeengantar Hukum Perizinan, disunting
oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya: Yuridika, 1993), him. 2-3.

“lzin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum
Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan
tingkah laku para warga.

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau
peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-
ketentuan larangan perundangan.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk
melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut
perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan
khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.

Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin
pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai
suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya
ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya
dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan
sekedarnya.

Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang,
terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang
disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap
kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan—
keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan
dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).”

“Ridwan H. R.Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2007), him. 210-217.
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yang berlaku, dalam arti pemerintah diberi kewenangan untuk

mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri misalnya mengenai apa dan

bagaimana kondisi-kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan
kepada pemohon, konsekuensi yuridis yang mungkin timbul bila izin
diberikan atau tidak diberikan, prosedur yang harus diikuti pada saat atau
setelah izin diberikan atau ditolak untuk diberikan.

c. organ pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin yang menjalankan
urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

d. digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi peristiva konkret dan
individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu
tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu.

e. prosedur dan persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah atau
pemberi izin, yang harus dipenuhi oleh pemohon. Prosedur dan persyaratan
tersebut tidak boleh melanggar tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian Izin Penanaman Modal, perubahan atau perluasannya diberikan
oleh Pemerintah melalui PTSP yang dikoordinasi oleh BKPM setelah memenuhi
prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini
Kementerian terkait bidang teknis, berdasarkan asas-asas dan untuk memenuhi
tujuan penyelenggaraan penanaman modal dalam UU No. 25/2007 (lihat uraian
pada Bab 2 angka 2.1 mengenai Asas-asas yang Terkandung Dalam Undang-
undang Penanaman Modal) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pemberian izin teknis yang diperlukan PT PMA untuk melaksanakan
kegiatan usahanya, seperti rekomendasai izin usaha, izin usaha yang bersifat
khusus, izin pemilikan atau penggunaan tanah, izin Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan, izin penggunaan tenaga kerja, dan lain-lain, diberikan oleh
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian terkait bidang teknis, setelah memenuhi
prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah, berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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1.4 Badan, Kementerian Atau Lembaga Pemerintah Yang Berkaitan Dengan

|zin Penanaman Modal Asing Dan |zin Teknis

Untuk meningkatkan arus PMA ke Indonesia, berbagai upaya terus
dilakukan oleh Pemerintah.

Pemerintah Pusat, dalam hal ini BKPM, melakukan koordinasi kebijakan
penanaman modéaf. BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang
beada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PreBidEiM
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang
penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-urfdangan.

Sebagai lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal,
BKPM juga mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga
atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat
pusat atau propinsi atau kabupaten/kota, untuk mengoordinasi dan melaksanakan
pelayanan terpadu satu pifffu.

Dalam literatur Hukum Administrasi Negara, wewenang yang dimiliki oleh
penyelenggara negara adalah sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas dalam
negara hukum. Kewenangan diperlukan dalam melegitimasi tindakan
penyelengaraan negara. Sumber kewenangan sendiri berasal dari peraturan
perundang-undangdn.

Dengan mengacu kepada teori hierarki perundang-undarjaferfbau
Theor) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, peraturan yang lebih rendah tidak
boleh melanggar peraturan di atasffya.Dalam teori ilmu hukum, asas ini

dinyatakan dalam ungkapan bahasa Latin sebagailasaSuperiori derogat legi

*UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 27 ayat 1.

Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman
Modal, Pasal 1 dan 2.

*®JU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 28 ayat
1) .

*Ridwan H. R., Loc. Cit him. 94.

*|Kelsen, HansGeneral Theory of Law and State (Teori Hukum Murni. Dasar-
Dasar llmu Hukum Normatif Sebagai lImu Hukur®enerjemah: Soemardi, (Jakarta:

Remidipress, 1995), him. 158.
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Inferiori” yang berarti peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan
yang lebih rendaf?’
Disamping itu ada pula dua asas lain yang berhubungan dengan berlakunya
perundang-undangan, yail:
a Lex Posteriori derogat legi lex Prigri yaitu peraturan baru
mengenyampingkan peraturan yang lama;
b. Lex Specialis derogat legi Generajiaitu peraturan yang bersifat khusus
mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum.
Ketiga asas tersebut sangat penting dalam kehidupan perundang-undangan,
karena tanpa asas tersebut tidak ada kepastian Hikum.
Dengan demikian, dalam melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan di bidang penanaman modal, Pemerintah dan instansi yang berwenang

untuk itu, harus menerapkan ketiga asas tersebut di atas.

1.5 Jabatan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik
dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 3872004.

Notaris juga merupakan suatu profesi. Dalam hal ini, profesi notaris
merupakan pekerjaan dalam arti khusus yang mempunyai kriteria sebagai
berikut?*

a.  meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);

b berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus;

c. bersifat tetap atau terus menerus;
d

lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan);

*“Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief SidharRgngantar llmu Hukum(Bandung:
PT Alumni, 2000), him. 63.

bid.
*!ibid., him. 64.
2JU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

*Abdulkadir MuhammadEtika Profesi Hukum(Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2006), him. 57-61.
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e. bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat;
f.  terkelompok dalam suatu organisasi.

Pekerja yang menjalankan profesinya disebut profesional. Profesional itu
bertanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat. Bertanggung jawab
kepada diri sendiri artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual, dan
profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan,
seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan
tuntutan kewajiban hati nuraninya. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya
kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, serta
menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat.
Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan
melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga
berarti berani menanggung segala risiko yang timbul akibat pelayanannya itu.
Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang
membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain, dan berdosa kepada
Tuhan>* Berdasarkan hal tersebut, sebagai profesional, seorang notaris harus
bertanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat.

Profesi menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Ada tiga nilai
moral yang dituntut dari pengemban profesi, termasuk profesi notaris>yaitu:

a. Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi.
b.  Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi.
c. Idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi.

Profesi notaris berkenaan dengan bidang hukum. Sebagai pengemban
profesi hukum, notaris harus dapat bekerja secara profesional dan fungsional.
Notaris dituntut untuk memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis,
dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri
dan masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila terjadi

penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela

>bid., him. 60.

*Pendapat Franz Magnis Suseno dikutip dari bukiiiif@ Dasar, (Yogyakarta:
Kanisius, 1975), oleh Abdulkadir Muhammad. Idem, him. 61.
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mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Dalam

organisasi profesi, ada Dewan Kehormatan yang mengoreksi pelanggaran kode

etik >®

2.

Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam
Rangka Penanaman Modal Asing, Dan Tanggung Jawab Notaris

2.1 Asas-asasyang Terkandung Dalam Undang-undang Penanaman Modal

Menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 25/2007 dan penjelasannya, penanaman

modal diselenggarakan berdasarkan:

a.

Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan
hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam
setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal,

Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang
kegiatan penanaman modal;

Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir = dari ~ penyelenggaraan penanaman modal harus
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas
perlakukan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, baik antara PMDN dan PMA maupun antara
penanaman modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara
asing lainnya;

Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam
modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat;

Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan
penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam

*bid., him. 62.
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usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya
saing;

Asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan
berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk
menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik
untuk masa kini maupun yang akan datang;

Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan
dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan
pemeliharaan lingkungan hidup;

Asas kemandirian, yaitu penanaman modal yang dilakukan dengan tetap
mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada
masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi;

Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas
yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam
kesatuan ekonomi nasional.

Adapun tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain

dimaksudkan untuk:

o

=~ ® 2o o

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;

menciptakan lapangan kerja;

meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;

meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;

mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan
menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar
negeri; dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana telah dijabarkan di atas, jelaslah bahwa dalam rangka

penanaman modal, negara Indonesia tidak hanya memobilisasi dana yang berasal

dari dalam negeri tetapi juga yang berasal dari luar negeri, sebagai bentuk

perwujudan asas kemandirian serta menerapkan asas perlakuan yang sama dan

tidak membedakan asal negara, dengan tetap memperhatikan asas-asas lainnya.
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Asas ini sejalan dengan prinsidost-Favoured-Nation dan prinsiplational
Treatmentyang dipegang oleh negara anggota WTO, di mana Indonesia menjadi
salah satu anggotanya.

Dibutuhkan peraturan perundang-undangan dan penerapan yang konsisten
sebagai pewujudan asas kepastian hukum, asas akuntabilitas dan asas efisiensi
berkeadilan agar penanaman modal asing secara efektif dan efisien turut
mendukung keseimbangan kemajuan ekonomi nasional serta mendorong

pengembangan ekonomi kerakyatan.

2.2 Asasdan Prinsip Dasar Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Undang-

undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Usaha Mikro, Kecil,

Dan Menengah

Pendirian PT harus memenuhi asas itikad baik, asas kepantasan, asas
kepatuhan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang bgalod( corporate
governancg Hal ini tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 UU No. 40/2007.
Berlakunya UU No. 40/2007, anggaran dasar PT, dan peraturan perundang-
undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap PT untuk menaati asas-asas dan
prinsip dalam menjalankan PT tersebut. Dengan kata lain, dalam menjalankan PT,
setiap asas dan prinsip tersebut harus ditaati.

Di samping itu, pendirian PT tidak boleh melanggar ketentuan UU No.
20/2008. Negara melindungi dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan
menengah yang berasaskan:

kekeluargaan;

demokrasi ekonomi;

a
b

c. kebersamaan;
d efisiensi berkeadilan;

e berkelanjutan;

f.  berwawasan lingkungan;

keseimbangan kemajuan; dan

> @

kesatuan ekonomi nasional.
Usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan

mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional
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berdasaskan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dengan mengacu pada bagian

Penjelasan UU No. 20/2008, hal ini diartikan bahwa usaha mikro, kecil dan

menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian

nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, dengan mengedepankan
efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil,
kondusif, dan berdaya saing.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 20/2008, kriteria usaha mikro, kecil dan
menengah adalah:

a. memiliki kekayaan bersih sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000
(sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak
Rp50,000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah).

Dengan kata lain PMA yang dikategorikan sebagai usaha berskala besar
memiliki kriteria di atas ketentuan usaha mikro, kecil dan menengah tersebut.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta
kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian nasional,
maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah, Dunia Usaha, termasuk dalam hal ini penanaman modal asing, dan

masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

2.3 Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Teknis,

Dan Menteri Hukum Dan Hak Asas Manusia

Melalui UU No. 25/2007, Pemerintah diberi wewenang unfuk:

Menentukan perincian bidang-bidang usaha bagi PMA,;

Menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PMA secara kasuistis;

Menetapkan bidang-bidang usaha tertentu yang tertutup bagi PMA;

o 0o T o

Menetapkan bidang-bidang usaha yang dapat dijalankan dengan kerjasama
antara PMA dan PMDN.

°'C.F.G. Sunarjati Hartondeberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman
Modal Asing di Indonesia, (Bandung: Bina Tjipta, 1972), him. 40.
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Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh badan, departemen atau lembaga
Pemerintah yang berkaitan dengan pengurusan Persetujuan PMA: yaitu
a BKPM.

b. Pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan secara langsung dari
setiap sektor dan daerah terkait dengan penanaman modal.

BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung
jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang
diangkat, bertanggung jawab, dan diberhentikan oleh PreSid8KPM
melakukan koordinasi kebijakan penanaman modal antar instansi Pemerintah,
antara instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah
dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dilakukan oleh BKPM,
yang bertugas dan berfungsi sebagai befikut:

a Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penanaman modal;

b.  Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;

c.  Menetapkan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan
pelayanan penanaman modal,

d. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan
memberdayakan badan usaha;

e. Membuat peta penanaman modal di Indonesia;

f. Mempromosikan penanaman modal;

g. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan
penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya
saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan
informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman

modal;

*%JU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 27 ayat (2) dan 29.
*UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 26 dan 27.

®UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 27 ayat (2).
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h.  Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan
yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman
modal;

I Mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan
penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan

J- Mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Sebuah badan usaha PMA yang telah mendapat pengesahan badan hukum
PT dan akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin dari instansi yang
memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-untfang.

BKPM mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga
atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat
pusat atau propinsi atau kabupaten/kota, untuk mengoordinasi dan melaksanakan
PTSP®?

PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan
yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau
instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya
dokumen yang dilakukan dalam satu tenfpatewenangan BKPM atas urusan

Pemerintah di bidang penanaman modal dari Menteri teknis/Kepala Lembaga

®JYU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 25 ayat (1) dan (4).

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam UU No. 25/2007, BKPM telah
mengeluarkan revisi atas Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yaitu
Peraturan Kepala BKPM No. 1/P/2008 tanggal 3 April 2008, yang telah diubah terakhir
dengan Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009.

®2UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 26 dan 28 ayat (1) .

®peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009, Pasal 1 angka 5.
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Pemerintah Non Departemen tersebut terdiri ¥fari:
a  Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi;
b.  Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang meliputi:

)] penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak
terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;

i)  penanaman modal di bidang industri yang merupakan prioritas tinggi
pada skala nasional;

iii)  penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung
antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;

Iv) penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan
dan keamanan nasional;

v)  penanaman modal asing yang dilakukan oleh pemerintah negara lain
atau warga negara asing atau badan hukum asing, dan penanaman
modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah
negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah
dan pemerintah negara lain;

vi) bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah
menurut undang-undang.

PTSP di bidang penanaman modal oleh pemerintah provinsi, yaitu gubernur,
diselenggarakan dengan memberikan pendelegasian wewenang pemberian
perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal
kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (selanjutnya
disebut PDPPM). PTSP di bidang penanaman modal oleh pemerintah
kabupaten/kota, yaitu Bupati/Walikota, diselenggarakan dengan memberikan
pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal kepada Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (selanjutnya disebut PDKPM). PTSP

di bidang penanaman modal di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas

®peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009, Pasal 3.
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dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bEbas.
Ruang lingkup pelayanan penanaman modal adalah:
a. Pelayanan perizinan, meliputi antara lain:
)] Pendaftaran Penanaman Modal;
i) lzin Prinsip Penanaman Modal;
iii)  Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
iv) lzin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
v) lzin Usaha, lzin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan
Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan;
vi) lzin Lokasi;
vil) Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
viii) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
IX) lzin Gangguan (UUG/Hinder Ordonantie);
X)  Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
xi)  Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
xil) Hak atas tanabh;
xiif) Izin lainnya dalam rangka penanaman modal.
b.  Pelayanan perizinan, meliputi antara lain:
)] fasilitas bea masuk atas impor mesin;
i) fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
i) usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan;
Iv)  Angka Pengenal Importir-Produsen;
v)  Persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
vi) Rekomendasi Visa untuk bekerja (TA01);
vii) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
viii) Insentif daerah;
ix) Layanan informasi dan layanan pengaduan.
Memperhatikan hal tersebut di atas, BKPM memiliki kewenangan untuk

memberikan persetujuan Pendaftaran Penanaman Modal dan Izin Prinsip

®Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009, Pasal 5-8.

Universitas Indonesia

Analisa yuridis..., Evi Yusnita, Program Magister Kenotariatan, 2012



41

Penanaman Modal kepada PMA yang akan mendirikan PT di Indonesia, serta Izin
Usaha kepada PMA yang telah berbadan hukum PT yang telah siap beroperasi
komersial.

Akan tetapi kewenangan BKPM tersebut tidak mencakup pemberian izin
prinsip dan izin usaha untuk investasi di sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan,
Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam
rangka Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara,
dan Investasi Porto Folio (Pasar Mod4l)Penanam modal asing memperoleh izin
yang dikeluarkan oleh instansi yang memiliki kewenangan untuk sektor-sektor ini.
Misalnya, berdasarkan kesepakaRnoduction Sharing ContradfKontrak Bagi
Hasil) dengan Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu, perusahaan
penanam modal asing tersebut kemudian mendirikan cabang (disebut Badan
Usaha Tetap) di Indonesia dan langsung melakukan kegiatan usaha férsebut.

2.4 lzin Penanaman Modal Asing, |zin Teknis, Akta Anggaran Dasar

Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah
sebagai dasar memulail rencana penanaman Rfodlehanam modal asing yang
akan melakukan penanaman modal di Indonesia mengajukan permohonan
Pendaftaran Penanaman Modal ke PTSP BKPM, sebelum atau sesudah berstatus
badan hukum P¥°

Daftar bidang usaha yang tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka
dengan persyaratan merupakan rujukan penanam modal dalam melakukan pilihan

bidang usaha kegiatan penanam modal. Pilihan bidang usaha yang tercantum

®Badan Koordinasi Penanaman Mod&ingkasan Perkembangan Penanaman
Modal Bulan Desember 2008, Jakarta, 2009.

®Badan Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 18 UU No. 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi).

®peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009, Pasal 1 angka 10.

®peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Permohonan Penanaman Modal, Pasal 16 angka (1).
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dalam Pendaftaran Penanaman Modal menjadi persyaratan pembentukan badan
usaha yang berbadan hukum PT bagi penanam modal asing sebelum melakukan
kegiatan penanaman modal di Indoné&ia.

Pendaftaran yang diajukan sebelum berstatus badan hukum PT, wajib
ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian PT. Pendaftaran yang tidak
ditindaklanjuti dengan dengan pembuatan akta pendirian PT dalam jangka waktu
6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya Pendaftaran tersebut dinyatakan batal
demi hukum’*

Pendaftaran yang diajukan setelah akta pendirian PT atau setelah perusahaan
berstatus badan hukum PT, berlaku sampai dengan perusahaan memiliki Izin
Prinsip Penanaman Modal, atau memiliki 1zin Usaha Penanaman Modal setelah
perusahaan siap beroperasi/produksi komefsial.

Perusahaan PMA yang telah berstatus badan hukum PT yang bidang
usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman
modalnya membutuhkan fasilitas fiskal, wajib memiliki 1zin Prinsip Penanaman
Modal. Faslitas fiskal tersebut adalah fasilitas bea masuk atas impor mesin,
fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, usulan untuk mendapatkan
fasilitas Pajak Penghasilan badan.

Sedangkan Perusahaan PMA yang bidang usahanya tidak memperoleh
fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modal tidak membutuhkan
fasilitas fiskal, tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip Penanaman Mddal.
Perusahaan dapat langsung mengajukan permohonan lIzin Usaha Penanaman
Modal.

"Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan
Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka
Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, Pasal 4.

"bid., Pasal 16 angka (3).

"bid., Pasal 16 angka (5).

"Ibid., Pasal 17 angka (1).

"Ibid., Pasal 17 angka (3).
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Penanam modal asing yang akan melakukan penanaman modal dengan cara
mendirikan perseroan terbatas di Indonesia, terlebih dahulu mengajukan
permohonan Pendaftaran Penanaman Modal ke PTSP BKPM, sebelum atau
sesudah berstatus badan hukum PT. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk
persetujuan awal Pemerintah sebagai modal memulai rencana penanaman
modal’®

Persetujuan Pendaftaran Penanaman Modal yang dikeluarkan sebelum
berstatus badan hukum PT wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian
PT. Pendaftaran yang tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sejak tanggal diterbitkannya dinyatakan batal demi hukum. Dan apabila dalam
jangka waktu 6 bulan tersebut terdapat perubahan ketentuan yang terkait dengan
bidang usaha, maka Pendaftaran yang telah diterbitkan dinyatakan batal demi
hukum apabila bertentangan dengan ketentuanBaru.

Pendaftaran Penanaman Modal yang diajukan setelah dibuatnya akta
pendirian PT atau setelah perusahaan berstatus badan hukum PT, berlaku sampai
dengan perusahaan memiliki Izin Prinsip atau perusahaan siap beroperasi/
berproduksi komersidl.

Akta pendirian PT memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan
dengan pendirian Perseroan. Keterangan lain tersebut memuat sekurang-
kurangnya mengenai pendiri Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris yang
diangkat pertama kali, serta nama pemegang saham yang telah mengambil bagian

saham yang telah ditempatkan dan dis&tor.

Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Permohonan Penanaman Modal, Pasal 1 angka 4.

Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Permohonan Penanaman Modal, Pasal 16.

""Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Permohonan Penanaman Modal, Pasal 16.

®JU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 8 ayat (1) dan (2).
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Anggaran dasar PT memuat sekurang-kuranghya:
nama dan tempat kedudukan Perseroan,;

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
jangka waktu berdirinya Perseroan;

besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

® 2 o0 T @

jumlah saham, klasifikasi saham, jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-
hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham,;
f.  nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS,;

h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan

Dewan Komisaris;

I.  tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Perusahaan PMA yang telah berstatus badan hukum PT yang bidang
usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman
modalnya membutuhkan fasilitas fiskal, wajib memiliki 1zin Prinsip Penanaman
Modal®® Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin untuk memulai kegiatan
penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan
dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitasfiSkailitas
fiskal tersebut antara lain fasilitas bea masuk atas impor mesin, fasilitas bea
masuk atas impor barang dan bahan, usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak
Penghasilan bad&f.

UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 15.

®peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Permohonan Penanaman Modal, Pasal 17.

8peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Permohonan Penanaman Modal, Pasal 1 angka 14.

8peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Permohonan Penanaman Modal, Pasal 16.
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Mekanisme Persetujuan & Liensi

(T a
;.{ mﬂm e PENGISIAN FORMULIR
. mep | Apokoh bidang uschanyo terbuka 2 PERMOHONAN
MM rekomendasi 2 # Dilompiri dengan semua persyaratan
INVESTOR Apakoh bidong usoha yang okan diajukan
tarmasuk bidang usaha yang bisa mendap-
alkan fasias § ¥
\ SELF ASSESSMENT .
. Check List
PERMOHOMAN DIKEMBALIKAN
karena belum 1engkup den benar *
dengan diberi catatan atas
kukumngm data dll
: TIDAK | FRONT GFFICE
ADMINISTRATION Penelifian farmulir
Administrasi penomoran ( E—— \ permahanan dan lampirari
Sural Pecsstujuan/ o | TANDA TERIMA PERMOHONAN | oleh Perugas FO
Perizinan | L
‘ PERMOHOMAN DITERIMA
Lengkap dun benar J

Lampiran yang diperlukan untuk diserahkan dengan formulir aplikasi Pendaftaran

Penanaman Modal:

)

Surat rekomendasi dari negara terkait atau surat yang dikeluarkan oleh
Kedutaan Besar/Kantor Perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia,
oleh pemohon dari pemerintah negara lain;

Fotokopi paspor yang masih berlaku, jika pemohon adalah perorangan
warga asing;

Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan dalam bahasa Inggris atau terjemahan
dalam Bahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah, jika pemohon adalah
perusahaan asing;

Fotokopi Kartu Identitas (KTP) yang masih berlaku, jika pemohon adalah
perorangan warga Indonesia;

Fotokopi Artikel Pendirian Perusahaan beserta setiap amandemennya dan
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia jika pemohon
mendirikan perusahaan berdasarkan hukum Republik Indonesia;

#Website BKPM, diunduh tanggal 1 Mei 2012.
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vi) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon, baik untuk
perorangan atau perusahaan Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum
Republik Indonesia;

vii) Aplikasi harus benar dan ditandatangani dengan meterai oleh seluruh
pemohon (jika perusahaan belum terdaftar) atau oleh perusahaan Dewan
Direksi (jika perusahaan sudah terdaftar), dilampiri dengan Surat Kuasa
dengan materai dari pihak yang bertanda tangan dan/atau mengajukan
aplikasi, jika pemohon diwakili oleh pihak lain, ketentuan mengenai Surat
Kuasa diatur dalam peraturan (pasal 63).

Setelah PT memperoleh status badan hukum (lihat bagian sebelumnya
mengenai pengesahan badan hukum) dan telah merealisasikan penanaman
modalnya, serta siap beroperasi komersial, maka Perseroan mengajukan
permohonan Izin Usaha Penanaman Modal. I1zin Usaha Penanaman Modal adalah
izin  yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan
produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai
pelaksanaan atas Pendaftaran/lzin Prinsip Penanaman Modal, kecuali ditentukan

lain oleh perundang-undangan sektoral.

2.5 Penjabaran Maksud. Tujuan, Dan Kegiatan Serta Modal Yang
Dinyatakan Dalam Mata Uang Asing Dalam Akta Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas
Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan

penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masy&rBkdam PT

PMA hubungan hukum tersebut ada dalam hubungan bisnis, hubungan antara

organ-organ perseroan, dan lain-lain.

2.5.1 Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Perseroan

Maksud dan tujuan serta kegiatan PT PMA tidak boleh bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Penjelasan Umum paragraf 3.
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Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman
modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan
persyaratan. Berdasarkan Peraturan Presiden, Pemerintah menetapkan bidang
usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri
dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup,
pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
Pemerintah juga menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan
berdasarkan kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam;
perlindungan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; pengawasan produksi
dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri,
serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pem&tintah.

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha yang
dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengaf®syarat:

dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;

kemitraan;

a

b

c. pembatasan kepemilikan modal asing;

d 100% modal dalam negetri;

e berada di lokasi tertentu; atau

f.  diatur dengan perizinan khusus.

Contoh bidang usaha dengan pembatasan kepemilikan modal asing:

- Usaha Industri Farmasi yaitu Industri Bahan Baku Obat dan Industri Obat
Jadi, dapat diusahakan oleh PMA dengan kepemilikan modal asing
maksimal 75%, sedangkan 25% dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.

- Bidang usaha Pedagang Besar Farmasi atau Pedagang Besar Bahan Baku
Farmasi hanya dapat diusahakan oleh 100% PMDN.

- Jasa Pelaksana Konstruksi yang menggunakan teknologi tinggi dan/atau
risiko tinggi dan/atau nilai pekerjaan lebih dari Rpl milyar, dapat

diusahakan oleh PMA dengan kepemilikan modal asing maksimal 67%.

%UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 12.

®peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang
Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman
Modal, Pasal 2.
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- Jasa Konsultansi Konstruksi dapat diusahakan oleh PMA dengan

kepemilikan modal asing maksimal 55%.

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang
Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang
Penanaman Modal, saat ini menjadi acuan bagi instansi Pemerintah terkait, yaitu
BKPM, untuk mengeluarkan izin penanaman modal bagi PMA yang bermaksud
menjalankan kegiatan usaha tertentu di Indonesia. Dan sehubungan dengan itu,
penjabaran Pasal 4 anggaran dasar PT PMA mengenai maksud, dan tujuan serta
kegiatan usaha harus sama dan sejalan dengan bidang usaha yang tercantum

dalam izin penanaman modal Perseroan.

2.5.2 Modal Yanqg Dinyatakan Dalam Mata Uang Asing
Telah diuraikan pada halaman 2 bahwa PT PMA yang dikategorikan sebagai

usaha berskala besar, dan harus memenuhi ketentuan berikut:
a. memiliki kekayaan bersih di atas Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar

Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b.  memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50,000.000.000 (lima puluh

milyar Rupiah).

Untuk bidang-bidang usaha tertentu, seperti perbankan, penjamin emisi,
pedagang perantara efek, dan lain-lain, pemerintah telah menetapkan peraturan
mengenai jumlah minimum modal yang dimiliki Perseroan. Akan tetapi belum
ada peraturan perundang-undangan mengatur secara tegas jumlah modal
minimum yang dimiliki PT PMA untuk bidang usaha lainnya. Sebagai panduan,
BKPM menerapkan peraturan tidak tertulis jumlah minimum PMA yang akan
mendirikan PT, yaitu sebesar Rp10 milyar (atau kurang lebih USD1,2 juta) untuk
setiap bidang usaha, yang diharapkan sepenuhnya dapat direalisasikan pada saat
Perseroan akan beroperasi komersial. Sumber PMA dapat terdiri dari modal, dan
pinjaman jika diperlukan.

Penyetoran modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau bentuk
lainnya. Bila dilakukan dalam bentuk lainnya, penilaian setoran modal saham
ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau

oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk
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benda tidak bergerak harus diumumkan minimal dalam satu surat kabar dalam
jangka waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS
memutuskan penyetoran modal saham ters€but.

Penjabaran penyetoran modal dalam akta anggaran dasar PT harus
memenuhi ketentuan UU No. 40/2007. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,
hubungan hukum juga ada dalam hubungan bisnis, dan dalam hubungan organ
perseroan termasuk para pemegang saham. Penyajian laporan keuangan bagi PT
PMA yang permodalannya adalah dalam mata uang asing, mengikuti standar
akuntansi keuangan yang berl&Gtandar akuntansi keuangan yang berlaku saat
ini sehubungan dengan penyajian modal adalah Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (untuk selanjutnya disebut PSAK) Nomor 21 tanggal 7
September 1994 tentang Akuntansi Ekuitas. Modal yang tercantum dalam
anggaran dasar perseroan didasarkan atas pencatatan transaksi yang dilakukan
Perseroan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Laporan keuangan PT PMA yang diwajibkan untuk diaudit baik oleh
anggaran dasar Perseroan dan/atau oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku, disampaikan secara tertulis kepada pemegang saham untuk mendapat
pengesahaf?.

Modal PT terdiri atas saham. Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai

nominalnya. Bila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih

87UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 34.
8UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66 khususnya ayat (3).

89UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66 ayat (4) dan Pasal
68. Rasal 68 ayat (1) menyebutkan bahwa:
“Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk
diaudit apabila:
a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana
masyarakat;
Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
Perseroan merupakan Persreroan Terbuka;
Perseroan merupakan persero;
Perseroan mempunyai asset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai
paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah); atau
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

cooo

—
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besar daripada nilai nominalnya, selisih yang terjadi dibukukan pada akun Agio
Sahant’

(@)
(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

Penambahan modal disetor dalam bentuk berikut ini dicatat berdasarkan:
Jumlah uang yang diterima.

Setoran saham dalam bentuk uang: sesuai transaksi nyata atau sebenarnya.
Untuk jenis saham yang diatur dalam Rupiah dalam akta pendirian,
penyetoran tunai yang dilakukan dalam bentuk mata uang asing dinilai
dengan kurs berlaku pada tanggal penyetoran.

Untuk jenis saham yang diatur dalam mata uang asing dalam akta
pendiriannya, penyetoran tunai baik dalam Rupiah atau mata uang asing
harus dikonversi ke mata uang asing dalam akta pendirian sesuai kurs resmi
yang berlaku pada tanggal setoran, kecuali akta pendirian atau keputusan
Pemerintah menentukan kurs tetap. Selisih kurs mata uang asing yang
timbul sehubungan dengan transaksi modal, harus dibukukan sebagai bagian
dari modal dalam akun Selisih Kurs atas Modal Disetor dan bukan
merupakan unsur laba rugi.

Tagihan atau hutang yang dikonversi menjadi modal: sebesar tagihan yang
timbul.

Setoran saham dalam dividen saham: dilakukan dengan harga wajar saham,
yaitu nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham yang tidak ada harga
pasarnya, atau harga pasar tanggal transaksi untuk PT yang sahamnya
terdaftar di Bursa Efek.

Aktiva selain kas atau uang tunai yang diterima: didasarkan pada nilai
wajar.

Setoran saham dalam bentuk barang (inbreng): menggunakan nilai wajar
aktiva bukan kas yang diserahkan kepada Perseroan, yaitu nilai appraisal

pada tanggal transaksi yang disetujui oleh Dewan Komisaris untuk PT yang

Plkatan Akuntan Indonesi@ernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 21

tanggal 7 September 1994 tentang Akuntansi Ekuatagka 15.

llkatan Akuntan Indonesid@ernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 21

tanggal 7 September 1994 tentang Akuntansi Ekuwatagka 5.2 (e), dan angka 13.
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sahamnya terdaftar di Bursa Efek, atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris

dan penyetor bentuk baraffg.

Pengurangan modal disetor dicatat berdasarkan salah satu cara Berikut:

(@) jumlah uang yang dibayarkan oleh Perseroan; atau
(b) besarnya hutang yang timbul; atau
(c) nilai wajar aktiva bukan kas yang diserahkan.

Pengurangan modal disetor karena penarikan kembali saham dicatat
berdasarkan harga perolehan kemb@is{ method) atau nilai nominglaf value
method). Transaksi ini dicatat sebagai pengurang (mendebit) akun Modal Saham
untuk jumlah lembar dan nilai nominal saham sejenis, dan penambah
(mengkredit) Modal Saham Yang Diperoleh Kembali. Selisih harga perolehan
kembali dengan nilai nominal saham tersebut disajikan sebagai pengurang atau
penambah akun Agio Saham, dan di sisi lain sebagai penambah atau pengurang
akun Agio Modal Dari Perolehan Kembali Saham. Defisit (disagio) karena
transaksi perolehan kembali saham dibebankan pada sald6 laba.

Saham yang dikeluarkan sehubungan dengan penyertaan modal dalam
bentuk penyerahan aktiva bukan kas atau pemberian jasa umumnya dinilai sebesar
nilai wajar aktiva/jasa tersebut atau nilai wajar saham yang bersangkutan,
tergantung mana yang lebih jef&s.

Pemegang saham dan kreditur yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan

tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran

“lkatan Akuntan Indonesi@ernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 21
tanggal 7 September 1994 tentang Akuntansi Ekuaragka 13 (f):
“Setoran saham dalam bentuk barang (inbreng), menggunakan nilai wajar aktiva bukan
kas yang diserahkan, yaitu nilai appraisal tanggal transaksi yang disetujui Dewan
Komisaris untuk PT yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek, atau nilai kesepakatan
Dewan Komisaris dan penyetor bentuk barang.

katan Akuntan Indonesi@®ernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 21
tanggal 7 September 1994 tentang Akuntansi Ekuatagka 14.

Ikatan Akuntan Indonesi@®ernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 21
tanggal 7 September 1994 tentang Akuntansi Ekwatagka 16, 18 dan 19.

%lkatan Akuntan Indonesid@ernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 21
tanggal 7 September 1994 tentang Akuntansi Ekuatagka 17.
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atas harga saham yang diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS. Tagihan yang

dapat dikompensasikan terhadap Perseroan adalah tagihan yang timbul karena:

a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda
tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;

b. Penanggung/penjamin hutang Perseroan telah membayar lunas utang
Perseroan sebesar jumlah yang dijaminkan; atau

c. Perseroan menjadi penjamin utang pihak ketiga, dan Perseroan telah
menerima manfaat, baik langsung atau tidak langsung, berupa uang atau

barang yang dapat dinilai dengan uang.

2.6 Tanggung Jawab Notaris

2.6.1 Menurut Undang-undanq Perseroan Terbatas

UU No. 40/2007 mengatur bahwa beberapa perbuatan hukum tertentu harus
dinyatakan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris, misalnya
akta pendirian, akta berita acara RUPS, akta pernyataan keputusan rapat, akta
perubahan anggaran dasar.

UU No. 40/2007 juga mengatur jangka waktu pembuatan akta, pengajuan
pelaporan atau pemberitahuan atau permohonan persetujuan akta kepada

Menkumham.

2.6.2 Menurut Undang-undang Jabatan Notaris

Oleh Undang-undang, profesi Notaris diberi wewenang menciptakan alat
pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta
otentik itu pada pokoknya dianggap beffaHal ini penting bagi mereka yang
membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, misalnya pembuatan akta
pendirian dan perubahan anggaran dasar PT PMA dalam bidang usaha tertentu.

Notaris juga berwenang, antara lain:

Raden Soegondo Notodisoerftykum Notariat Di Indonesia, Edisi 1, Cetakan 2,
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), him. 8-10.
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a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di
bawah tangan dan mendaftar dalam buku khusus.

b. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.

c. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban, antara lain:

a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan
pihak terkait dalam perbuatan hukum;

b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai
bagian dari Protokol Notaris;

c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan
Minuta Akta.

d. memberikan pelayanan sesuai ketentuan dalam UU No. 30/2004, kecuali
ada alasan untuk menolaknya.

e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janiji
jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

f. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit
dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi,
dan Notaris.

Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma
agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan
jabatan Notaris.

Notaris diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat umum oleh
Menkumhant Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Kementerian Hukum
Dan HAM. Dalam melaksanakan pengawasan, Menkumham membentuk Majelis
Pengawas.

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan
kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Majelis Pengawas terdiri atas:

°"UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 2, Pasal 67.
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Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD), dibentuk dan
berkedudukan di kabupaten/kota;
Majelis Pengawas Wilayah (untuk selanjutnya disebut MPW), dibentuk dan
berkedudukan di ibukota provinsi;
Majelis Pengawas Pusat (untuk selanjutnya disebut MPP), dibentuk dan
berkedudukan di ibukota negara.

Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas unsur pemerintah (3

orang), organisasi Notaris (3 orang), dan ahli/akademisi di bidang hukum (3

orang)?®

MPD berwenang?

menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran
Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;

melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala dalam
1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;

memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang
bersangkutan;

menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah
terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara
Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara;

menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran
Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan UU No. 30/2004; dan
membuat dan menyampaikan laporan mengenai hal-hal tersebut di atas
kepada MPW.

MPD berkewajibart®

%UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 6, Pasal 67-69, Pasal 72,

Pasal 76.

UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 70.

19U No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 71.
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mencatat buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan
menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta, serta jumlah surat dibawah
tangan yang disahkan dan dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada MPW
setempat dan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi
notaris, dan MPP;

merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;

menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari
Notaris dan merahasiakannya;

memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil
pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tiga puluh) hari,
dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang
bersangkutan, MPP, dan organisasi notaris.

menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.
MPW berwenand®

menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas
laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW,

memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan
sebagaimana diamksud pada huruf a;

memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
memeriksa dan memutus atas keputusan MPD yang menolak cuti yang
diajukan oleh Notaris pelapor;

memberikan sanksi berupa teguran secara lisan atau tertulis yang bersifat
final;

mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada MPP berupa:

(1) pemberhentian sementara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan;

(2) pemberhentian dengan tidak hormat;

membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana

dimaksud pada huruf e dan f.

19U No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 73.
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MPW berkewajibart??

a  menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, c, d, e, f
dari kewenangan MPW di atas, kepada Notaris yang bersangkutan dengan
tembusan kepada MPP, dan organisasi Notaris;

b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada MPP terhadap
penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

MPP berwenand®®
a.  menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan

dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti,

b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan

d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat
kepada Menkumham.

MPP berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana tercantum dalam
huruf a dari kewenangan MPP kepada Menkumham dan Notaris yang
bersangkutan dengan tembusan kepada MPW, MPD terkait, dan Organisasi
Notaris®*

Notaris berhenti atau diberhentikan dengan hormat dari jabatannya
karena:’

a.  meninggal dunia;

b. telah berumur 65 tahun;

c.  permintaan sendiri;

d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas

jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau

193JU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 75.
1%3JU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 77.
1%JU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 79.

193U No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 8, Pasal 3g.
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e. merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau
jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap oleh
Notaris.

Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh MPP K&rena:
dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;

berada di bawah pengampuan,;

melakukan perbuatan tercela;

o o T @

melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris.
Notaris yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk membela
diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang, mulai dari MPD, MPW,
sampai dengan MPB’ Notaris yang diberhentikan sementara karena melakukan
perbuatan tercela berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh
Menkumham atas usul MPP apaﬂﬁgz
a.  dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;
b. berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan
Notaris; atau
d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan
Notaris, yang karenanya dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap.

2.6.3 Secara Perdata

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris terhadap

ketentuan berikut mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai

1%JU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 9.

YU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 9 (2) dan (3), serta bagian
penjelasan.

1%JU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 12 dan 13.
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kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau menjadi batal demi

hukum, yang kemudian dapat dijadikan alasan oleh pihak yang dirugikan untuk

menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Kententuan
tersebut diantarany3’

a  dalam pembuatan akta, penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau
telah menikah, dan cakap melakukan perbuatan hukum.

b. setelah pembacaan akta, akta ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi,
dan Notaris, dan pihak lain yang berkaitan. Pembacaan, penerjemahan atau
penjelasan dan penandatanganan dinyataksan secara tegas pada akhir akta.

c. isi akta tidak boleh diubah atau ditambah. Perubahan dalam akta sah apabila
dibuat di sisi kiri akta atau pada akhir akta atau dengan menyisipkan lembar
tambahan dengan menunjuk bagian yang diubah, diparaf atau diberi tanda
pengesahan lain oleh penghadap, saksi-saksi, dan Notaris.

d. pembetulan kesalahan atas Minuta Akta yang telah ditandatangani dilakukan
dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut
pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita
acara pembetulan. Salinan berita acara disampaikan kepada para pihak.
Pelanggaran terhadap beberapa ketentuan UU No. 30/2004 oleh seorang

Notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian

sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak

hormat. Ketentuan tersebut di antarafya:

a.  bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan
pihak terkait dalam perbuatan hukum;

b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai

bagian dari Protokol Notaris;

1%JU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 84: Pelanggaran yang dapat
dikenai sanksi tersebut adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i
dan k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52.

YU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 85: Pelanggaran yang dapat
dikenai sanksi tersebut adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a,
b,c,d, e f g, hij k Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58,
Pasal 59, dan/atau Pasal 63.
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c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan
Minuta Akta.

d. memberikan pelayanan sesuai ketentuan dalam UU No. 30/2004, kecuali
ada alasan untuk menolaknya.

e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji
jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

f.  membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit
dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi,
dan Notaris.

g. menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap
memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan
Jabatannya.

h.  membuat setiap bulan daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang
disahkan, daftar klapper (penghadap) untuk daftar akta dan daftar surat
dibawah tangan. Setiap halaman daftar diberi nomor unit dan diparaf oleh
Majelis Pengawas Daerah, dan ada bagian akhir ditandatangani oleh Majelis
Pengawas Daerah.

Suatu akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar PT yang karena
adanya cacat-cacat formal dalam bentuknya kehilangan kekuatan otentiknya
menjadi akta dibawah tangan, dan karena harus merupakan akta otentik maka akta
itu menjadi batal!* Dalam hal pihak yang meminta jasa Notaris dirugikan,
notaris yang bersangkutan dapat dituntut untuk membayar ongkos-ongkos, ganti
rugi dan bunga. Tuntutan demikian dapat dilakukan apabila akta tersebut batal
karena adanya penipuan atau tipu muslihat dalam pembuatan akta yang bersumber
dari notaris itu sendiri*?

Tuntutan pihak yang dirugikan dapat diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUH
Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang

menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena

Raden Soegondo Notodisoerjo, Loc.Cit., him. 228.

H23bid., him. 228-229.
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kesalahannya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut. Unsur-unsur

perbuatan melawan hukum adalah sebagai befRut:

a.  Ada perbuatan melawan hukum atau melawan ketentuan perundang-
undangann.

b. Melanggar hak subyektif orang lain, baik hak-hak perorangan seperti
kehormatan, nama baik, dan lain-lain, maupun hak-hak atas harta kekayaan
berupa hak-hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

c. Ada kesalahan s¢huld) berupa kealpaanon@achtzaamheid) dan/atau
kesengajaan.

d. Ada kerugian berupa materiel atau moril.

e. Adanya hubungarcausal antara perbuatan melawan hukum dengan
kerugian yang diderita penggugat.

Tuntutan hukuman untuk pelanggaran yang dibuat oleh notaris yang
didasarkan atas peraturan perundang-undangan Jabatan Notaris yang diajukan

kepada Hakim Perdata akan merugikan wibawa notaris.

2.6.4 Secara Pidana
Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh

Menkumham karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau 1&bih.
Untuk kepentingan proses peradilan; penyidik, penuntut umum, atau hakim
dengan persetujuan MPD berwendfty:
a.  mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada
Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dengan

dibuatkan berita acara penyerahan; dan

"3parwan PrinstStrategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan 3
Revisi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), him. 95-98.

14U No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 13.

13U No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 66.
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b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan
akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan
Notaris.

Penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik dengan surat izin Ketua
Pengadilan Negeri setempat yang berbentuk Penetapan. Minuta akta yang
disimpan oleh Notaris umum dianggap sebagai arsip negara, jadi kedudukannya
sebagai arsip negat¥

Meskipun tujuan penyitaan adalah sebagai cara penyidik untuk melakukan
proses penyidikan perbuatan kriminal untuk kepentingan justisi atau kepentingan
umum yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadi-pribadi yang berkaitan
dengan suatu akta, karena suatu minuta akta yang adalah suatu arsip negara yang
dilekatkan pada Protokol Notaris, maka minuta akta tersebut tidak dapat disobek,
dan dikeluarkan dari buku protokol keseluruhannya, untuk menjamin tidak
berubahnya posisi minuta akta tersebut sebagai arsip fégara.

Dimuka persidangan pidana, Notaris dapat dimintai keterangan sebagai
saksi baik mengenai isi minuta akta maupun hal-hal lain. Notaris juga dapat
diwajibkan memperlihatkan buku-buku protokolnya di muka persidangan. Dalam
hal ini, Notaris wajib mematuhi permintaan pengadilan tersebut dan wajib
memperlihatkan di muka persidangan hal-hal yang diperlukan majelis hakim,
kecuali yang menyangkut rahasia nedafa.

Dimuka persidangan, Notaris dalam kedudukan sebagai saksi biasa, dapat

diwajibkan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan rahasia

%Syurat Mahkamah Agung No. MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April 1986 tentang
Petunjuk Tentang Izin Penyitaan Minuta Akta Yang Disimpan Oleh Notaris/Panitera,
mengacu padaKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan dalam:

Pasal 38: “Penyitaan (apapun) hanya dapat dilakukan penyidik dengan surat izin Ketua
Pengadilan Negeri setempat yang biasanya dituangkan dalam bentuk Penetapan, kecuali
dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.”

Pasal 43: “penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut
Undang-undang untuk merahasiakannya (dalam hal ini para Notaris), sepanjang tidak
menyangkut rahasia Negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin
khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali Undang-undang menentukan lain.”

bid.

" pid.
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jabatannya. Dalam hal ini, Notaris dapat saja mengemukakan alasan-alasan yang
mendasari permintaannya agar dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian
tersebut. Akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 170 Kitab Undang Undang Hukum
Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), hakimlah yang menentukan

sah atau tidaknya hak tolak yang dikemukakan Notaris ter§€but.

2.6.5 Menurut Kode Etik

Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. Organisasi Notaris

menetapkan dan menegakkan Kode Etik NotafisOrganisasi Notaris di
Indonesia adalah lkatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI). Seorang
notaris harus menjalankan jabatannya sesuai Kode Etik Notaris yang ditetapkan
oleh INI. Menurut INI, Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang yang
ditentukan oleh Perkumpulan INI berdasar keputusan Kongres Perkumpulan
dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap
dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas
jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris,
Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khdsbs.
Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris
wajib antara lairt*?
i)  Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
i) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
lii) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab,
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
iv) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada
ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.

v)  Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.

9bid.
120U No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 82 dan 83.

2K ode Etik Notaris tanggal 28 Januari 2005, Pasal 1 paragraf 3.

2K ode Etik Notaris tanggal 28 Januari 2005, Pasal 3.
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Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai
kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas

pada ketentuan yang tercantum dalam UU No. 30/2004, Penjelasan Pasal 19
ayat (2) UU No. 30/2004, isi sumpah Jabatan Notaris, dan Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga INI.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan dengan cara

sebagai berikut®®

a

Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah INI dan Dewan Kehormatan
Daerah;

Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah INI dan Dewan Kehormatan
Wilayah;

Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat INI dan Dewan Kehormatan
Pusat.

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan sebagai

suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam

Perkumpulan yang bertugas untuk:

melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota
dalam menjunjung tinggi Kode Etik;

memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan
Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan
kepentingan masyarakat secara langsung;

memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan

pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran

terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan

kewenangannya masing-masing.

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode

Etik dapat berup&*

a

teguran;

2% ode Etik Notaris tanggal 28 Januari 2005, Pasal 7.

124 ode Etik Notaris tanggal 28 Januari 2005, Pasal 6.
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b peringatan;

c. schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
d. onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;

e pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Atas putusan yang berisi penjatuhan sanksi berupa pemecatan sementara
atau pemecatan dari keanggotaan Perkumpulan oleh Dewan Kehormatan Daerah,
Notaris dapat mengajukan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Dan
atas putusan yang berisi penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Wilayah,
Notaris masih dapat mengajukan keberatan tingkat terakhir kepada Dewan
Kehormatan Pusat.

Setelah. menempuh prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi
secara bertingkat, Pengurus Pusat wajib memecat sementara seorang Notaris
sebagai anggota Perkumpulan INI disertai usul kepada Kongres agar anggota
Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan, apabila Notaris tersebut
telah melanggar UU No. 30/2004, dan yang dinyatakan bersalah, serta dipidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukutfr tetap.

Pengenaan sanksi pemecatan sementara, sanksi pemecatan, maupun
pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Perkumpulan terhadap
pelanggaran tersebut wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada MPD,
dengan tembusan kepada MenkumH&h.

3. Analisa Kasus Akta Notaris Atas Pemenuhan Persyaratan Pasal 3 dan
Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing,

Dan Tanggung Jawab Notaris

Pada bagian ini akan dibahas dua buah kasus. Kasus pertama berhubungan
dengan penjabaran Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud, dan

tujuan serta kegiatan Perseroan sebuah PT PMA bergerak di bidang usaha

12K ode Etik Notaris tanggal 28 Januari 2005, Pasal 13.

12 ode Etik Notaris tanggal 28 Januari 2005, Pasal 14.
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farmasi. Kasus kedua adalah mengenai Pasal 4 anggaran dasar Perseroan
mengenai modal Perseroan sebuah joint veriRUr@MA.

3.1 Maksud, Tujuan Dan Kegiatan Perseroan

3.1.1 Pemenuhan Persyaratan Pasal 3 Mengenai Maksud, Tujuan Dan

Kegiatan Perseroan

Yang pertama adalah kasus PT ABC, sebuah perseroan joint vEMuére
yang didirikan pada tahun 1973 untuk melakukan kegiatan di bidang industri
farmasi, dan memiliki 1zin Usaha Industri Farmasi yang dikeluarkan oleh BKPM,
yang kewenangannya diberikan oleh Menteri KesetiataRada tahun 2000,
PT ABC mendapatkan Izin Usaha Perdagangan Besar Farmasi dari Menteri
Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2001, saham PT ABC
dimiliki seluruhnya oleh penanam modal asing, yang melakukan perluasan/
ekspansi usaha di bidang usaha perdagangan, yaitu ekspor, impor dan
perdagangan umum, sehingga Pasal 3 akta anggaran dasar Perseroan mengenai

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berbunyi sebagai berikut:

“Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang industri,
ekspor, impor, dan perdagangan umum.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tesebut di atas, Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usahasebagai berikut:

a. membuat dan/atau mengolah serta promosi dan menjual barang-
barang perawatan bayi, barang-barang penjahit luka (sutures),
pembedahan, barang-barang untuk keperluan rumah sakit,
barang-barang untuk keperluan keluarga berencana, barang-
barang diagnostic dan pharmakotica pada umumnya, barang-
barang untuk keperluan kesehatan dan perawatan diri, termasuk
barang-barang adhesive, dan barang-barang hygienis, serta
bahan-bahan mentah yang ada hubungannya dengan itu dan
barang-barang lain sejenis;

12Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 246/MENKES/SK/
X/1977 tentang Pelimpahan wewenang pemberian izin usaha di bidang kesehatan dalam
rangka penanaman modal kepada Ketua BKPM.
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b.  ekspor, impor dan distributor umum.”

Pada tahun 2006, PT ABC menyatakan tidak lagi menjalankan kegiatan di
bidang industri farmasi, sehingga BKPM mengeluarkan surat yang menyatakan
mencabut Izin Usaha Industri Farmasi PT ABC. Pada tahun 2008 PT ABC
melakukan perubahan terhadap Pasal 3 akta anggaran dasar Perseroan mengenai
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga berbunyi sebagai
berikut:

“Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang ekspor,
impor dan distributor utama.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

melakukan pemasaran, promosi dan menjual peralatan kesehatan,

produk-produk farmasi, produk kesehatan untuk kebutuhan manusia
pada umumnya (consumer) dan barang-barang lainnya meliputi antara
lain produk-produk perawatan kesehatan bayi maupun dewasa, produk
pangan kesehatan, perawatan diri’/kosmetik, obat jadi dengan resep
dokter, obat bebas terbatasroduk alat kesehatan seperti benang
bedah, alat ortopedik, alat operasi laparoskopik, instrumen bedah, alat
pengukur kadar gula darah, kardiovaskular, alat sterilisasi, diagnostik,
lensa kotak dan alat-alat kesehatan lainnya.”

Akta perubahan anggaran dasar PT ABC tersebut telah mendapat persetujuan dari

Menkumham.

Izin Usaha Perdagangan Besar Farmasi PT ABC berlaku seterusnya selama
perusahaan masih aktif melakukan kegiatan usahanya. Produk obat jadi dengan
resep dokter, dan obat bebas terbatas yang didistribusikan oleh PT ABC terdiri
dari:

- obat yang diproduksi oleh perusahaan industri farmasi afiliasi di luar negeri,
yang kemudian diimpor. Sebagian besar produk impor tersebut dilindungi
oleh hak paten;

- obat yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan lain atas perjanjian
lisensi antara perusahaan tersebut dengan perusahaan afiliasi PT ABC di
luar negeri.
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Yang menjadi masalah dalam penjabaran Pasal 3 akta anggaran dasar
Perseroan tersebut di atas adalah dicantumkannya “obat jadi dengan resep dokter
dan obat bebas terbatas” sebagai obat-obatan farmasi yang dapat diimpor, dan
didistribusikan oleh PT ABC, sedangkan PT ABC tidak lagi menjalankan
kegiatan di bidang industri farmasi sejak tahun 2008. Hal ini bertentangan
dengan ketentuan Pasal 2, 10 dan 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No. 1010/MENKES/PER/XI/2008 tanggal 3 Nopember 2008 tentang
Pendaftaran Obat (selanjutnya disebut PerMenKes 1010/2008) yang mengatur
bahwa registrasi obat impor (termasuk yang dilindungi hak paten) dan obat
produksi dalam negeri yang akan diedarkan di wilayah Indowniéslakan oleh
industri farmasi dalam negeuintuk memperoleh Izin Edar dari Menteri Kesehatan
melalui Kepala BPOM?®

Salah satu syarat pemberian Izin Usaha Perdagangan Besar Farmasi kepada
PT ABC pada tahun 2000 oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat Dan
Makanan, yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Kesehatan, adalah
karena PT ABC merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas
perusahaan patungan antara perusahaan PMA dengan perusahaan nasional yang
telah memperoleh izin usaha industri farmasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 918/MENKES/PER/X/1993 tanggal 23 Oktober 1993

“*peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
1010MENKES/PER/XI/2008 tanggal 3 Nopember 2008 (selanjutnya disebut
PerMenKes 1010/2008), menyatakan bahwa:

Pasal 2:

(1) Obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan registrasi
untuk memperoleh Izin Edar;

(2) lzin Edar diberikan oleh Menteri Kesehatan;

(3) Menteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada Kepala Badan (BPOM).

Pasal 10:

(1) Registrasi Obat Impor dilakukan oleh industri farmasi dalam negeri yang mendapat
persetujuan tertulis dari industri farmasi di luar negeri;

(2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup alih
teknologi dengan ketentuan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun harus
sudah dapat diproduksi di dalam negeri.

Pasal 11:

(1) Registrasi obat khusus untuk ekspor hanya dilakukan oleh industri farmasi.
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tentang Pedagang Besar Farnt&$Bila izin usaha industri farmasi sudah tidak
dimiliki lagi maka Izin Usaha Perdagangan Besar Farmasi dapat dicabisan

tetapi karena Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/MENKES/PER/X/1993
yang menjadi dasar hukum dikeluarkannya lIzin Usaha Pedagang Besar Farmasi
tersebut kepada PT ABC sudah dicaBtimaka Izin Usaha Perdagangan Besar
Farmasi PT ABC tidak dapat dicabut dengan berdasarkan peraturan ini. Namun
demikian PT ABC harus tetap memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan
No. 1010/MENKES/PER/XI/2008 yang menetapkan bahwa hanya perusahaan

pemegang izin industri farmasi yang dapat mengajukan permohonan registrasi

2Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/MENKES/PER/X/1993 tanggal 23

Oktober 1993 tentang Pedagang Besar Farmasi, Pasal 5 menyatakan bahwa:

Pedagang besar farmasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas, koperasi, perusahaan
nasional maupun perusahaan patungan antara perusahaan penanaman modal asing
yang telah memperoleh izin usaha industri farmasi di Indonesia dengan perusahaan
nasional.

b.  Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Memiliki asisten apoteker atau apoteker penanggung jawab yang bekerja penuh.

Anggota direksi tidak pernah terlibat pelanggaran ketentuan perundang-undangan

di bidang farmasi.

o o

¥%eraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/MENKES/PER/X/1993 tanggal 23
Oktober 1993 tentang Pedagang Besar Farmasi, Pasal 19 menyatakan bahwa Izin
Pedagang Besar Farmasi beserta cabangnya dicabut dalam hal:

a. tidak mempekerjakan Apoteker atau Asisten Apoteker Penanggungjawab yang
memiliki surat izin kerja; atau

b.  tidak aktif lagi dalam penyaluran obat selama 1 (satu) tahun; atau

C. tidak lagi memenuhi persyaratan usaha sebagaimana ditetapkan dalan peraturan ini

d. tidak lagi menyampaikan informasi Pedagang Besar Farmasi tiga kali berturut-
turut; dan atau

e. tidak memenuhi Tata Cara Penyaluran Perbekalan Farmasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14, 15, 16 dan 17.

¥lperaturan Menteri Kesehatan Nomor 918/MENKES/PER/X/1993 tanggal 23
Oktober 1993 tentang Pedagang Besar Farmasi, digantikanPeltturan Menteri
Kesehatan No. 1148/MenKes/PER/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang
Pedagang Besar FarmaBada peraturan terakhir ini ketentuan bahwa Pedagang Besar
Farmasi adalah badan hukum yang telah memperoleh izin usaha industri farmasi, tidak
diberlakukan lagi. Peraturan ini mengacu pada Lampiran Peraturan Presiden No. 36
Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal,
yang menyebutkan bahwa Pedagang Besar Farmasi diperuntukkan hanya bagi PMDN.
Atau dengan kata lain bidang usaha Pedagang Besar Farmasi tertutup bagi PMA sejak
diundangkannya peraturan perundag-undangan tersebut.
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obat impor dan registrasi obat produksi dalam negeri yang akan diedarkan di
wilayah Indonesia, serta registrasi obat ekspor.

PT ABC dapat saja menjalin kerja sama dengan perusahaan pemegang lIzin
Usaha Industri Farmasi untuk mengimpor dan melakukan registrasi obat impor
yang diproduksi di luar negeri oleh perusahaan afiliasinya. Akan tetapi PT ABC
akan sangat tergantung pada perusahaan lain, yang mengakibatkan tidak
maksimalnya hasil usaha dari kegiatannya, dan pada akhirnya PT ABC hanya
dapat melakukan kegiatan distribusi obat di dalam negeri dimana registrasi obat
impor dan registrasi obat produksi dalam negeri dilakukan oleh perusahaan lain
pemegang lzin Usaha Industri Farmasi.

Yang dimaksudkan dan dicakup dalam kegiatan usaha ekspor, impor dan
perdagangan umum adalah kegiatan usaha bidang Perdagangan yang tidak
mengatur kegiatan usaha yang diatur secara khusus pada bidang lain. Bidang
usaha Perdagangan Besar Farmasi adalah bidang usaha yang diatur secara khusus
dalam sektor usaha bidang Kesehatan. Jadi kegiatan ekspor, impor dan
perdagangan umum tidak mencakup kegiatan untuk produk obat jadi dengan resep
dokter, dan obat bebas terbatas.

Dengan demikian sejak 2008, PT ABC tidak dapat melakukan Perdagangan
Besar Farmasi, yaitu mengimpor, mendistribusikan, dan mengekspor obat jadi
dengan resep dokter, dan obat bebas terbatas, karena meskipun PT ABC
mempunyai Izin Usaha Perdagangan Besar Farmasi tetapi tidak mempunyai 1zin
Usaha Industri Farmasi yang dipersyaratkan bagi perusahaan yang hendak
mengajukan registrasi obat impor, obat produksi dalam negeri, dan obat ekspor.
PT ABC hanya dapat melakukan kegiatan mengimpor, mendistribusikan, dan
mengekspor peralatan kesehatan, produk kesehatan untuk kebutuhan manusia
pada umumnya dan barang-barang lainnya termasuk produk-produk perawatan
kesehatan bayi maupun dewasa, produk pangan kesehatan, perawatan
diri/lkosmetik, serta produk alat kesehatan.

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, Perseroan harus memperbaiki uraian
kegiatan usaha Perseroan, sehingga maksud, tujuan serta kegiatan usaha yang
tercantum dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Izin Usaha Penanaman

Modal, dan Izin Pedagang Besar Farmasi yang didasarkan pada ketentuan
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peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat izin dibéfilka
pebaikan atas anggaran dasar Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari
Menkumham.

Apabila terjadi kesalahan dalam anggaran dasar Perseroan yang
mencantumkan bahwa kegiatan Perseroan adalah di bidang ekspor, impor dan
distributor utama yang sebagian produknya adalah obat-obatan farmasi, sementara
Perseroan tidak memiliki izin usaha industri farmasi, maka selain Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, BKPM sebagai instansi Pemerintah yang
berwenang memberikan Izin Penanaman Modal juga dapat memberikan
peringatan kepada PT ABC untuk melakukan koreksi atas kesalahan yang terdapat
dalam anggaran dasar Perseroan.

Bila dalam prakteknya PT ABC tidak memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal ini menjalankan kegiatan
usaha yang bidang usahanya terbuka dengan persyaratan bagi PMA, maka instansi
atau lembaga yang berwenang dapat mengenakan sanksi administratif berikut ini:
a.  peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha;

c.  pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau

d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Selain sanksi administratif tersebut, Perseroan dapat dikenai sanksi lainya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang betfaku.

3.1.2 Tanggung Jawab Notaris Terkait Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

Sebagaimana diuraikan pada kasus pertama tersebut di atas, yaitu akta
perubahan anggaran dasar PT ABC tahun 2008, uraian Pasal 3 mengenai Maksud,
Tujuan Dan Kegiatan Perseroan tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan l1zin
Penanaman Modal, Izin Perdagangan Besar Farmasi, dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang Kesehatan.

133U No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 18.

133UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 dan Pasal 34.
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Atas kesalahan yang tersurat dalam akta anggaran dasar PT ABC tersebut,
Notaris yang bersangkutan dapat berinisiatif memberikan saran kepada PT ABC
untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Notaris harus dengan seksama dan
teliti memperbaiki uraian kegiatan usaha Perseroan, sehingga maksud, tujuan serta
kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sesuai
dengan lzin Usaha Penanaman Modal, dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku pada saat izin diberikan. Akta perbaikan atas perubahan
anggaran dasar Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Menkumham.

Hal tersebut harus dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan sebagai bentuk
tanggung jawabnya kepada diri sendiri, masyarakat, dan Negara. Profesi Notaris
diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam bentuk akta
otentik, yang oleh masyarakat dianggap benar. Hal ini penting bagi mereka yang
membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, seperti pembuatan
perubahan anggaran dasar PT ABC tersebut. Kelalaian dalam melaksanakan
profesi Notaris dapat menimbulkan dampak yang merugikan diri sendiri, PT
ABC, masyarakat dan Negara.

Untuk menghindari kesalahan serupa di kemudian hari, Notaris yang
bersangkutan harus berusaha agar:

a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan
pihak terkait dalam perbuatan hukum.

b. tetap meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas
pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan, serta mempelajari dan
memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isi akta yang
akan dibuatnya.

c. memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian
yang tinggi dalam menjalankan profesinya.

Apabila akibat kesalahan dalam penjabaran akta anggaran dasar PT ABC
terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku dilakukan oleh PT ABC baik disengaja atau tidak disengaja, Notaris
yang bersangkutan harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan
ketentuan UU No. 30/2004 dan Kode Etik Notaris. MPD serta Dewan
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Kehormatan INI berwenang melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan
terhadap Notaris yang bersangkutan.

Pelanggaran terhadap UU No. 30/2004 dapat mengakibatkan Notaris yang
bersangkutan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau
pemberhentian sementara antara 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan oleh MPP, atas
usulan MPW. Dan apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran Kode Etik
Notaris, Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi oleh Dewan Kehormatan
INI berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara atau pemecatan dari
keanggotaan INI, tergantung pada kualitas dan kuantitas pelanggaran yang

dilakukan Notaris yang bersangkutan.

3.2 Modal Perseroan

3.2.1 Pemenuhan Persyaratan Pasal 4 Mengenai Modal Perseroan
Yang kedua adalah kasus PT DEF, sebuah perseid&N yang didirikan

pada tahun 1992 untuk melakukan kegiatan di bidang industri sepatu olah raga.
Komposisi modal pada tahun 1992 berdasarkan surat Izin Penanaman Modal

adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 9.000.000.000
Modal ditempatkan : Rp 9.000.000.000
Modal disetor " Rp 900.000.000

Berdasarkan akta pendirian PT DEF, komposisi modal dijabarkan sebagai berikut:

Modal dasar " Rp 8.400.000.000
Modal ditempatkan " Rp 8.400.000.000
Modal disetor " Rp 1.680.000.000
Jumlah saham ; 1.680

Nilai nominal per saham " Rp 1.000.000
Tuan A (Indonesia) " Rp 1.392.000.000
Tuan B (Indonesia) ' Rp 144.000.000
Tuan C (Indonesia) " Rp 144.000.000
Total : Rp 1.680.000.000

Pada tahun 1993, PT DEF mendapatkan izin pengalihan status Perseroan
dari PMDN menjadi PMA. Komposisi modal surat Izin Penanaman Modal yang
diterbitkan oleh BKPM adalah sebagai berikut:
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Modal dasar : Rp 41.000.000.000
Modal ditempatkan : Rp 16.400.000.000
Modal disetor : Rp 16.400.000.000

Berdasarkan izin tersebut dadoint Venture Agreememara Pemegang Saham PT
DEF, Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan termasuk

mengubah komposisi modal menjadi sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 41.000.000.000 USD 20.000.000
Modal ditempatkan dan disetor : Rp 16.400.000.000 USD  8.000.000
Jumlah saham : 22.000 22.000
Nilai nominal per saham : Rp 1.025.000 usD 500
Kurs nilai tukar : Rp 2.050 usD 1
Pemegang Saham Jumlah Dalam Dalam Kepemilikan
Saham Rupiah USsD
DEF Co. Ltd. (Asing) 10.400 10,660.000.000 5.200.000 65%
Tuan A (Indonesia) 4.640 4.756.000.000 2.320.000 29%
Tuan B (Indonesia) 480 492.000.000 240.000 3%
Tuan C (Indonesia) 480 492.000.000 240.000 3%
Jumlah 16.000 16.400.000.000 8.000.000 100%

Para Pemegang Saham menetapkan pembukuan menggunakan mata uang Rupiah,
dan penyetoran modal dilakukan dalam mata uang USD.
Pada tahun 1995, PT DEF melakukan perluasan penanaman modal,

sehingga komposisi modal menjadi sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 45.100.000.000
Modal ditempatkan : Rp 26.650.000.000
Modal disetor : Rp 22.550.000.000

Pada tahun 1996, untuk kedua kalinya PT DEF membuat akta perubahan
anggaran dasar, untuk kemudian baru mendapatkan pengesahan dari Menteri
Kehakiman pada tahun 1997, dimana terjadi peningkatan modal disetor sebanyak
USD6.000.000 (setara Rp12.300.000.000) untuk 12.000 saham yang dikeluarkan
Perseroan. Pasal 4 anggaran dasar Perseroan menyebutkan komposisi modal

Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal dasar : Rp  45.100.000.000
Modal ditempatkan dan disetor : Rp  28.700.000.000
Jumlah saham disetor : 28.000
Nilai nominal per saham " Rp 1.025.000
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Pemegang Saham Jumlah Dalam Dalam Kepemilikan
Saham Rupiah USsD

DEF Co. Ltd. (Asing) 18.200 18.655.000.000 - 65%

Tuan A (Indonesia) 8.120 8.323.000.000 - 29%

Tuan B (Indonesia) 840 861.000.000 - 3%

Tuan C (Indonesia) 840 861.000.000 - 3%

Jumlah 28.000 28.700.000.000 - 100%

Tidak seperti akta anggaran dasar sebelumnya maupun sesudahnya, Pasal 4
angaran dasar Perseroan tahun 1996 tersebut tidak menyebutkan komposisi modal
dalam USD.

Pada tahun 2000, PT DEF mendapatkan izin perluasan penanaman modal,

sehingga komposisi modal menjadi sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 45.100.000.000
Modal ditempatkan dan disetor : Rp 28.700.000.000

Pada tahun 2008, PT DEF melakukan perubahan seluruh anggaran dasar
Perseroan serta menyesuaikan dengan ketentuan UU No. 40/2007, termasuk
peningkatan modal disetor sebesar USD5.000.000 (setara Rp10.250.000.000)
untuk 10.000 saham Perseroan, sehingga komposisi modal menjadi sebagai
berikut:

USD 22.000.000
USD 19.000.000

Modal dasar : Rp  45.100.000.000
Modal ditempatkan dan disetor : Rp 38.950.000.000

Jumlah saham : 38.000 38.000

Nilai nominal per saham ' Rp 1.025.000 usD 500

Kurs nilai tukar : Rp 2.050 usD 1
Pemegang Saham Jumlah Dalam Dalam Kepemilikan

Saham Rupiah usbD

DEF Co. Ltd. (Asing) 24.700 25.317.500.000 12.350.000 65%
Tuan A (Indonesia) 11.020 11.295.500.000 5.510.000 29%
Tuan B (Indonesia) 1.140 1.168.500.000 570.000 3%
Tuan C (Indonesia) 1.140 1.168.500.000 570.000 3%
Jumlah 38.000 38.950.000.000 19.000.000 100%

Para Pemegang saham berkeinginan untuk meningkatkan modal Perseroan
pada tahun 2012, akan tetapi baru menyadari bahwa kilas tukar yang

digunakan untuk memenuhi jumlah modal disetor terlalu rendah dibandingkan
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kurs nilai tukar yang berlaku di pasandrket exchange rate Seluruh akta
perubahan anggaran dasar Perseroan sejak tahun 1993 mempergunakan kurs nilai
tukar USD1 = Rp2.050. Sedangkan izin penanaman modal yang dikeluarkan oleh
BKPM tidak mengindikasikan kurs mata uang asing yang harus digunakan oleh
Perseroan karena izin penanaman modal yang diberikan kepada PT DEF sejak
pertama kali seluruhnya dinyatakan dalam Rupiah.

Sejak tahun 1997 kurs pasar mata uang Rupiah terhadap mata uang USD
mengalami penurunan yang sangat besar. Hal ini merugikan para pemegang
saham PT DEF karena dengan melemahnya mata uang Rupiah pada tahun 2000
menjadi sebesar USD1 = Rp9.495, seharusnya Para Pemegang Saham Perseroan
yang melakukan penyetoranodal dalam USD membayar lebih sedikit untuk
mendapatkan saham Perseroan.

Pada neraca laporan keuangan PT DEF per tanggal 31 Desember 2011
terdapat pengakuan agio saham yang sangat besar, bahkan hampir setara dengan

nilai nominal saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Modal saham — terdiri dari 38.000 saham, dengan

nilai nominal Rp1.025.000 per saham Rp38.950.000.000
Agio saham Rp38.255.000.000
Jumlah modal Rp77.205.000.000

Dengan penyajian modal saham sebagaimana ternyata dalam akta
penyesuaian anggaran dasar Pasal 4 tahun 2008, terlihat seolah-olah Para
Pemegang Saham hanya menyetor modal sebesar Rp38.950.000.000 untuk 38.000
saham Perseroan. Padahal sebenarnya jumlah yang disetor oleh Para Pemegang
Saham adalah setara dengan Rp77.205.000.000. Meskipun agio saham muncul
dalam neraca laporan keuangan Perseroan sebagai bagian dari modal Perseroan,
namun agio saham tidak direpresentasikan dalam saham yang memiliki hak suara
(voting rights.

Jumlah saham vyang dimiliki masing-masing Pemegang Saham
mempengaruhi besarnya bagian dividen (keuntungan) Perseroan yang akan
diterima oleh Pemegang Saham. Juga apabila ada Pemegang Saham yang akan
menjual atau mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, maka nilai nominal

saham yang dimiliki Pemegang Saham tersebut tidak mempresentasikan besarnya
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modal yang sebenarnya telah disetor oleh Pemegang Saham tersebut. Hal ini
menyebabkan Pemegang Saham asing, DEF Co. Ltd., mengajukan protes atas
komposisi modal dalam Rupiah tersebut kepada akuntan publik yang telah melakukan
audit atas laporan keuangan PT DEF sejak tahun 1995, maupun kepada Notaris yang
telah membuat akta perubahan anggaran dasar PT DEF.

Penjabaran Pasal 4 anggaran dasar Perseroan mengenai modal tersebut tidak
dilakukan dengan benar sehingga laporan keuangan Perseroan juga tidak disajikan
dengan tepat. Seharusnya modal disetor yang tercantum dalam anggaran dasar
Perseroan adalah sebesar jumlah yang dibayar oleh Pemegang Saham ke dalam
rekening Perseroan. Apabila penyetoran modal dilakukan dalam mata uang USD,
maka besarnya penyetoran tersebut dikonversi ke dalam mata uang Rupiah
menggunakan kurs nilai tukar pada tanggal transaksi. Dalam hal pembukuan
Perseroan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, maka pencatatan menggunakan
kurs nilai tukar pada tanggal transaksi tidak akan menimbulkan agio saham yang
besar.

Penjabaran Pasal 4 anggaran dasar Perseroan mengenai modal tersebut juga
tidak dilakukan secara konsisten. Pada tahun 1996, akta anggaran dasar Pasal 4
mendeskripsikan modal dalam Rupiah saja, sedangkan akta tahun 1993 dan 2008
menyebutkan penjabaran modal dalam Rupiah dan USD.

Jika pembukuan Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah, dan Para
Pemegang Saham bersepakat untuk melakukan penyetoran dalam USD, maka
penjabaran Pasal 4 mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan disetor
dinyatakan dalam Rupiah mengikuti Izin Penanaman Modal. Sedangkan transaksi
penyetoran modal dalam mata uang USD dibukukan dengan kurs nilai tukar yang
berlaku pada tanggal transaksi, dimana Direksi Perseroan dapat menetapkan
kebijakan mengenai kurs nilai tukar mana yang dipergunakan dalam pembukuan,
misalnya kurs tengah Bank Indonesia, kurs jual bank penerima uang, atau lainnya.
Selisih kurs dibukukan dalam akun Agio Saham. Dalam hal ini, penyetoran modal
dalam mata uang USD yang dikonversi ke dalam Rupiah tidak boleh menjadi
lebih kecil dari jumlah Rupiah yang ditetapkan dalam Izin Penanaman Modal.

Sebaliknya apabila pembukuan Perseroan dilakukan dalam mata uang USD,
dan Para Pemegang Saham bersepakat bahwa penyetoran modal dilakukan dalam

mata uang USD, maka penjabaran Pasal 4 mengenai modal dinyatakan dalam
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Rupiah dan USD. Sedangkan transaksi penyetoran modal dalam mata uang USD
dibukukan dengan kurs nilai tukar yang ditentukan oleh BKPM dalam Izin
Penananaman Modal, atau bila tidak ditentukan oleh BKPM dapat menggunakan
kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Izin Penanaman Modal diterbitkan, dan
selisih kurs dibukukan dalam akun Agio Saham.

Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian 1.1 bab ini, RUPS merupakan
organ pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala
kewenangan yang tidak diserahkan kepada organ perseroan lainnya, menetapkan
garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, dan menetapkan hal-hal
yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Sehubungan dengan itu, apabila
Para Pemegang Saham PT DEF ingin memperbaiki komposisi permodalan di
dalam anggaran dasar Perseroan tersebut, maka hal ini dapat dilakukan
berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang kemudian
dinyatakan dalam bentuk akta, dan diajukan kepada Menkumham untuk

mendapatkan persetujuannya.

3.2.2 Tanggung Jawab Notaris Terkait Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan

Sebagaimana diuraikan pada kasus kedua tersebut di atas, yaitu akta
perubahan anggaran dasar PT DEF tahun 2008, uraian Pasal 4 mengenai Modal
Perseroan tidak dinyatakan dengan tepat dan benar. Akta Notaris merupakan akta
otentik, yang oleh masyarakat (termasuk akuntan yang menyajikan laporan
keuangan) dianggap benar. Modal yang tercantum dalam Akta Notaris tersebut
dipakai sebagai dasar bagi Perseroan untuk menyajikan laporan keuangan
Perseroan. Karena anggaran dasar Pasal 4 tidak dinyatakan dengan tepat dan
benar, maka laporan keuangan Perseroan juga tidak disajikan dengan tepat.

Atas kesalahan yang tersurat dalam akta anggaran dasar PT DEF tersebut,
maka akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta
di bawah tangan. Atas keadaan ini, Notaris yang bersangkutan dapat memberi
saran kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Para Pemegang Saham PT DEF
untuk meminta pendapat akuntan publik mengenai bagaimana memperbaiki
komposisi modal Perseroan tersebut agar mencerminkan keadaan yang

sebenarnya.
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Selanjutnya setelah PT DEF mendapatkan persetujuan RUPS atas perbaikan
komposisi permodalan Perseroan, Notaris dapat membantu membuatkan akta
perubahan anggaran dasar PT DEF yang merupakan perbaikan terhadap
komposisi permodalan Perseroan tersebut, dan mengajukannya kepada
Menkumham untuk mendapatkan persetujuan.

Hal tersebut dapat dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan sebagai bentuk
tanggung jawabnya kepada diri sendiri, Para Pemegang Saham dan PT DEF.

Untuk menghindari kesalahan serupa di kemudian hari, Notaris yang
bersangkutan harus berusaha agar:

a. tetap meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas
pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan, serta mempelajari dan
memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isi akta yang
akan dibuatnya.

b.  memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian
yang tinggi dalam menjalankan profesinya.

c.  bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan
pihak terkait dalam perbuatan hukum.

Apabila kesalahan dalam penjabaran Pasal 4 akta anggaran dasar PT DEF
diakibatkan karena Notaris melakukan perbuatan melawan hukum, maka hal ini
dapat dijadikan alasan olenh Para Pemegang Saham dan pihak yang dirugikan
lainnya untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.
Kecuali Notaris yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa akta yang dibuat
didasarkan atas kesepakatan Para Pemegang Saham berupa minuta RUPS yang
aslinya dilekatkan pada Minuta Akta Notaris tersebut, dan Notaris tersebut telah
mengikuti seluruh ketentuan UU No. 30/2004 dan Kode Etik Notaris.

Penyimpangan atau pelanggaran terhadap UU No. 30/2004 oleh Notaris
dapat mengakibatkan Notaris dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran
tertulis, atau pemberhentian sementara oleh MPP, berdasarkan usul dari MPD.
Dan apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran Kode Etik Notaris, Notaris
yang bersangkutan dapat dikenai sanksi oleh Dewan Kehormatan INI berupa

teguran, peringatan, pemecatan sementara atau pemecatan dari keanggotaan INI,
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tergantung pada kualitas dan kuantitas pelanggaran yang dilakukan Notaris yang
bersangkutan.
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BAB 3
PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan

sebagai berikut:

a

Pembuatan Pasal 3 tentang Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha Perseroan
dan Pasal 4 tentang Modal dari anggaran dasar PT dalam rangka PMA,
harus dikaitkan dengan izin penanaman moda dan izin teknis yang
diberikan oleh Pemerintah atau instans yang berwenang kepada sebuah
Perseroan.

Uraian mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan PT PMA tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
yang menjadi dasar diterbitkannya izin penanaman modal dan izin teknis
oleh Pemerintah atau instansi yang berwenang.

Uraian mengenal modal Perseroan harus mencerminkan keadaan sebenarnya
dan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk dalam hal ini mengikuti Pedoman Standar Akuntansi Keuangan
yang berlaku, sehingga tidak merugikan Para Pemegang Saham, ataupun
Perseroan.

Notaris bertanggung jawab terhadap pembuatan akta yang memuat Pasal 3
dan Pasal 4 anggaran dasar PT dalam rangka PMA.

Sebagai seorang profesional, Notaris bertanggung jawab kepada diri sendiri
dalam arti dia bekerja dengan integritas moral, intelektual, dan profesiona
sebagal bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, Notaris juga bertanggung jawab memberikan pelayanan sebaik
mungkin sesuai dengan profesinya, serta menghasilkan layanan yang
bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Bertanggung jawab juga
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berarti berani menanggung segala risiko yang timbul akibat pelayanannya
itu. Kelalaian maupun pelanggaran terhadap UU No. 30/2004 dan Kode Etik
Notaris sehubungan dengan profesi yang dijalankan menimbulkan dampak
yang merugikan diri sendiri, pihak lain atau masyarakat, jabatan dan wibawa
notaris, Organisasi Notaris dan Negara.

Saran

Berdasarkan permasalahan yang dibahas, penulis menyarankan sebagal

berikut:

a

Sehubungan dengan pembuatan Pasal 3 tentang Maksud, Tujuan dan
Kegiatan Usaha Perseroan dan Pasal 4 tentang Modal dari anggaran dasar
PT PMA, seorang Notaris harus:

- mempelgari dan memahami isi dan ketentuan yang tercantum dalam
izin penanaman modal dan izin teknis yang diberikan oleh Pemerintah
atau instansi yang berwenang kepada sebuah Perseroan, serta peraturan
perundang-undangan yang menjadi landasan hukum diterbitkannya
1zin tersebut.

- memeriksa dengan seksama agar uraian Pasal 3 dan Pasal 4 anggaran
dasar Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan yang tercantum
daam izin penanaman modal dan izin teknis, serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

- tetap meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki, tidak
terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan, dan bila
diperlukan meminta saran dari tenaga ahli profesional mengenai hal
teknis berkaitan dengan pembuatan akta notaris.

- memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan
pengabdian yang tinggi dalam menjalankan profesinya.

- bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga
kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum.

Notaris bertanggung jawab terhadap pembuatan akta yang memuat Pasal 3

dan Pasal 4 anggaran dasar PT PMA.
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Untuk itu, dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris harus senantiasa
berpegang pada UU No. 30/2004 dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.
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LAMPIRAN 1

MEKANISME PERIZINAN PENANAMAN MODAL ~—~

DI BIDANG USAHA YANG TIDAK MENDAPAT FASILITAS FISKAL DAN DI BIDANG USAHA YANG
MENDAPAT FASILITAS FISKAL TETAP! PERUSAHAAN TIDAK MEMERLUKAN FASILITAS FISKAL

_____ PENDARTTARGN JiESSEESEss: o PERSIAPAN
Notaris
|_PENDAFTARAN [eeevceee ol

Pengesahan Badan Hukum
Dep. Hukum dan HAM

i Pem, Daerah, antara fain :
P i 1. fzin Lokasi
Non FISKAL 1. API-P | 2. Hak Atas Tanah

1 2
E 3. kzin Mendirikan Bangunan (IMB)
2 g RETKATTA-O]INT A ' 4. izin Gangguan (HO/UUG)

Ew ok % KOMERSIAL

PENDAFTARAN - diterbitkan dalam_1 HARLKERJA - Wajib bagi PMA - Dapat dilakukan oleh PMDN bila diperlukan
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LAMPIRAN 2

MEKANISME PERIZINAN PENANAMAN MODAL
DI BIDANG USAHA YANG MENDAPAT FASILITAS FISKAL DAN PERUSAHAAN YANG
MEMERLUKAN FASILITAS FISKAL

. _PENDAFTARAN feeessesss o PERSIAPAN

Notaris

| PENDAFTARAN |
‘u“u,,M,L,‘,A,u,u,,_“"""""""*

Pengesahan Badan Hukum
Dep. Hukum dan HAM

v

PENDAFTARAN ——» IZIN PRINSIP

E Pemerintah Dacrah, antara lain :
; H i 1 lzin Lokasi
! 2. USULAN FASILITAS PPh BADAN | i 2. Hak Atas Tanah

e e " ° {1 3. zin Menditikan Bangunan (IVIB) KONSTRUKSI

...................................... v 1 4 Izin Gangguan (HO/UUG) ;

FISKAL : 1. SP PABEAN BARANG MODAL

Non FISKAL 2. RPTKA/TA.01IMTA

FISKAL  peoeeoeoooooeoeoeeeooo - 1ZINUSAHA - ¢

i SEABEAN BAHAN BAEES KOMERSIAL

1ZIN PRINSIP diterbitkan dalam_3 HARI KERJA | 3
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Lampiran 3

PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I, Tanggal 12/6 — 2009 No. 47,

Pengumuman dalam Berita - Negara Rl sesuai dengan kefentuan‘
Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No, 40 Tahiin 2007 tentaig Pérseroan
Terbatas.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUB'LIK INQQMSIA

Nomor ;|

PERSETUJUAN AKTA Pﬁwa N ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA.
REPUBLIK INDONESIA;

Menimbang + bahwa setelah difakukan penelitlan secara seksifite
terhadap Data 1s/zh.AKta Notaris Model T dan dokuris:
pendukungnya setta’ salinan Akta Nomor 205, tanggal
15 Agustus 2008 vang dibuak dan @isampalkan oleh
Notarls .« . o . gan ditertma pada tanggal
18 Maret 2009, telah rivemenuh! syaratdan telah sesual
dengan persturan perundang-undangan;

Mengingat & 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas {Lembaran Negara Tahun 2007
Nornor 106, Tambakian LembarniNegaraiNomor 4756);
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15530

Menetapkan
PERTAMA

PERSEROAN TERBATAS

. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang

Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3740);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94

Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
Prasiden Nomeor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia;

. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor M.0S.PR.07.10 Tahun 2007
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009
tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan
Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubzhan

Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubzhan |

Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

: Menyetujui perubahan anggaran dasar PT.

o g 2 ., NPWP
.. berkedudukan di Jakarta Selatan karena

telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Modet II
yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 205, tanggal
15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris . E
berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.

2

PERSERCAN TERBATAS 15530

KEDUA : Keputusan ini mulai berfaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

A.n, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Prof. ABDUL BARI AZED, SH., MH
NIP. 130610869

Daftar Perseroan Nomor ~ - S *Tanggal
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15530 PERSEROAN TERBATAS PERSEROAN TERBATAS 15530
PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
"pT. ARC
Nomor 205

Pada hari ini, Jumat, tanggal lima belas Agustus dua ribu delapan
(15-8-2008), pukul 15:15 WIB (lima belas lewat lima belas menit
Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, penghadap yang akan disebut berikut
ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir

akta ini.

Tuan fahir di Gombong, pada tanggal 3 (tiga)
September 1952 (seribu sembilan ratus ima puluh dua), Konsultan
Hukum pada - bertempat tinggal di Jakarta, Kampung

Jati, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 001, Kelurahan- Jatinegara
Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda
g Penduduk Nomor 09.5402.030952.0188, Warga Negara Indonesia.

Penghadap bertindak menjalani sebagaimana tersebut diatas
; menerangkan ;

Bahwa pemegang saham dari : "PT. ABC

suatu perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 {seribu sembilan ratus enam puluh

tujuh) juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (seribu sembilan

ratus tujuh puluh) tentang Penanaman Madal Asing, yang telah dicabut

dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu

tujuh) tentang Penanaman Modal, berkedudukan di Jakarta, dan
beralamat di

. Yang anggaran dasarnya

dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga belas) Agustus 1973 (seribu sembilan

ratus tujuh puluh tiga) Nomor 29, dibuat dihadapan Hobropoerwanto,
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15530 PERSEROAN TERBATAS

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut dan
dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menerangkan bahwa
para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan dengan
persetujuan secara tertulis sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perseroan menjadi berusaha

di bidang ekspor, impor dan distributor umum.

2. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk
. disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu
tujuh} tentang Perseroan Terbatas.

Berhubuing dengan keputusan tersebut di atas Anggaran Dasar Perseroan

seluruhnya diubah, sehingga untuk selanjutnya menjadi berbunyi sebagai
berikut :

Nama dan tempat kedudukan
Pasal 1

1. Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas ;: "PT. ARC
{selanjutnya dalam Anggaran Dasar
ini cukup disingkat dengan "Perseroan”), berkedudukan di Jakarta
Selatan.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan,
baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Jangks waktu berdirinya perseroan.
- Pasai 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya
dan dimulai sejak tanggal 10 (sepuluh) Juli 1974 {seribu sembilan ratus
tujuh puluh empat), dengan memperhatikan Undang-tUndang Nemor 25
Tahun 2007 (dua ribu tujuh} tentang Penanaman Modal.

g
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Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang ekspor,
impor dan distributor utama.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut

melakukan pemasaran, promosi dan menjual peralatan kesehatan,
produk-produk farmasi, produk kesehatan untuk kebutuhan manusia
pada umumnya (consumer} dan barang-barang lainnya meliputi antara
lain produik-produk perawatan dan kesehatan bayi maupun dewasg,
produk pangan kesehatan, perawatan diri/kosmetik, obat jadi dengan
resep dokter, obat bebas terbatas, produk alat kesehatan seperti benang
bedah, alat ortopedik, alat operasl laparoskopik, instrument bedah, alat
pengukur kadar gula darah, kardiovaskular, alat sterilisasi, diagnostik,
lensa kontak dan alat-alat kesehatan lainnya.

Modal
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.11.147.475.0060,00 = sebelas
miliar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu
Rupiah (US$3,050,000.00 = tiga juta lima puluh ribu Dollar Amerika
Serikat) terbagi atas : '

2. 1.800 (seribu delapan ratus) saham seri A, masing-masing saham
bernilai nominal Rp.415.000,60 = empat ratus lima belas ribu rupiah
(US$1,000.00 = seribu Dollar Amerika Serikat);

b, 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham seri B, masing-masing
saham bernilal nominal Rp.8.320.380,00 = delapan juta tiga ratus
dua puiuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah (US$1,000.00 = seribu
Doliar Amerika Serikat).
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PT ABC
mendapatkan PT ABC menunjuk
Pemdirian PT ABC Izin Usaha Industri Farmasi
PT ABC 'Mendapa_ﬂfan mendapatkan PBF zin IUIE Dalam Negeql
izin mendirikan IUIF dichbut memegang lzin
pabrik farmasi LL lfi' - Edar
W s -
1973 1976 1995 1998 2000 2001 2006 2008 2012
= Mendapatkan * Mendapatkan Peraturan
izin PMA; SP Perluasan MenKes
“PT ABC PMA di s PT ABC 1010/2008
didirikan Pembanaunil bidang menjadi diberlakukan = Pasal 3 anggaran dasar PT ABC
dengan modal il fa?masi ekspor, impor 100% PMA disesuaikan dengan UU 40/2007:
patungan, E)ﬁ Jawa Timh dan = Mendapatkan melakukan kegiatan usaha di
melakukan sEjsesl dan distributor izin Usaha bidang ekspor , impor, dan
kegiatan b N e utama. Perluasan di distributor utama;
bidang industri kiﬁ‘;?;?j = Meiakukan bidang - melakukan pemasaran, promosi
farmasi; perubahan ekspor, impor dan menjual peralatan kesehatan,
= Mendapatkan dan dan produk-produk farmasi, produk
pengesahan penyesuatan distributor kesehatan untuk kebutuhan
dari Menteri anggaran utama. manusia pada umumnya
Kehakiman dasar {consumer) dan barang-barang
Perseroan lainnya meliputi antara lain

produk-produk perawatan
kesehatan bayi maupun dewasa,
produk pangan kesehatan,
perawatan diri/kosmetik, obat jadi

dengan resep dokter, obat bebas
terbatas, produk alat kesehatan.
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Nomaor : 31388/PBF/HII00 SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
MENTER| KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MEMBACA :1. Surat permohonan PT. Mo.
tanggal urrtule memperoleh lzin Pedagang Besar Farmasi,

2. Berita Acara Pemerlksaan Balal Pemetiksgan Obat dan Makanan Jakerla
tanggal 3 Pebruari 2000 yang dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kesehatan Provinst DKI  Jakarta dengan  sural  No.

© tanggal - 2000.

MENIMBANG : Bahwa perrﬁohonan tersebul telah memenuhi persyaretan yang telah ditetapkan
dan permohonannya dapat disetujui, oleh karsne ilu menganggap perlu
menetapkan dengan suatu Surat Keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Obat Keras (Sthl. 1937 No. 541),
2. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lambaran Negara No. 100 Tambahan Lembaran Negara No. 3485),
3. Peraturan Pemerinteh R! No, 72 tahun 1998 lentang Pengamanan Sediaan
Farmasi dan Alat Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 918MMENKES/PER/X/1993 tanggal 23 Okdober
1693 tentang Pedagang Besar Farmasi,

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
‘ertama : Memberikan Izin Usaha Pedagang Besar Farmasi kepada
Name Perusahaan ;
Alamat kantor oy

NP WP

untuk melakukan kngiatan selaku Pedagang Besar Farmasi dengan ketentuan
sebagai berlkit

1. Gudang !empat menytmpan perbekalan fﬂrmasl 1erletak dr

2. Pedagang Besar Farmasl vanu daietapkan aengan sural c&egutman Meuleu
Kesehatan No. .~ ' tanggat + ini dinyatakan sebagai
Pedagang Besar Farmasi Pusal.

3. Pedagang Besar Farmasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam butir 2 {dua)
berhak mendirikan cabang di seluruh wilayah Republik Indonesia sepanjang
cabang tersebut memenuhi ketentuan dalam hat I Peraturan Menter
Kesehatan No. 918MENKES/PER/X/1993 fangyal 23 Oktober 1993 tentang
Pedagang Basar Farimasi.

4, Weiib mempunyal penanggung feweb sekureng-kurangnye Asislen Apoleker

yang bekerja penuh pada Pedagang Besar Farmasi lersebul,

. Waijib memenuhi peraturan perundang-undangan yang bertakii.

. Melaksanakap dokumenlasi pengadaan, penyimpanen dan penyaluran
parbekalan fartnesi sesual ketentuan yeng diletapkan Direkiur Jenderal
Pengawasean Obal dan Makanan,

7. lzin Ussha Pedagang Besar Farmasi berlaku untuk seterusnya selama

perusahaan Pedagang Besar Farmasi yang bersanghkutan mesih akiif melakukan
keglatan usahanya,

o ch

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditelapkan dengan catatan bahwa
akan diadekan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat
kekurangan atau kekelituan dalam penstapan ini,

Ditetapkan di Jakarta
Paga tanggai 200

; eri Kasehatan “T
tur Jendaral ,
\cbat dan Makdnan

Salinan Sural Keputusan ini - s, urno, MBA

' glsamgaikan kepada ;
irjen Perdagangan Datam Negeii di Jakaria.
2 Dirien Bea daiy Cukai di Jakarla.

3. Kepale Kanwil Depkes Prov. DK Jakatia.
4. Kepala Balai POM di Jakarte.
&, GP Farmasl Indonasla di Jakaria,
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN 'KEPALA BADAN KOQORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR ¢ ‘2001

: TENTANG
IZIN PERLUASAN -

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Memperhatikan : 1. Permohonan BT ' tanggal
dan kelengkapan data diterima tanggal 7 v
2. Rekomendasi BKPMD DKI Jakarta No. tanggal
atas Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP) tanggal
Menimbang . a. bahwa berdasarkan penelltian dan penilalan terhadap pelaksanaan
Surat Persetujvan Penanaman Modal Asing No. : tanggal
jo. perubahan texakhir No. . tanggal
4 PT o r : . yang bergerak dibldang
usaha Ekspor, Impor dan Distributor Umwum dianggap telah memenuhi
syarat yang diperlukan sehingga dapat dibexikan Izin Perluasan;
b, z{n Perluasan yang diberikan adalah terlepas dari izin-izin
tcjyagg-Qﬁhanpskan oleh peraturan perundangan lainnya;
|
‘F‘o'fa et & %‘;u',t ftu perln dikeluarkan Surat Keputusan.
H‘é %@Ml ‘ dang@ndang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo

“‘“ﬂ\% Tahury 1970;

merintah No. 24 Tahun 1986 tentang Jangka waktu izin
Ghaan Penanaman Modal Asing jo. No. 9 Tahun 1993;

-

peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1894 tentang Pemilikan Saham
Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman.qual Asing;

. Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1981 tentang Badan Keoordinasi
Penanaman Modal jo No. 120 Tahun 1999;

. Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Opganisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemexrintah Nen Departemen;.

. Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1993 tentang Tatacara Penanaman
Modal jis No. 115 Tshun 1998, No. 117 Tahun 1999;

. Keputusan Menteri Perdagangan No, 301A/Kp/X/77 tentang Pelimpahan
Wewenang Pemberian ' Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Bidang
Perdagangan dan Izin-Izin Dagang Terbatas dalam rangka Fenanaman
Modal kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;

. Keputusan Menterl Negara Investasl/Kepala BPadan Koordinasi
Penanaman Modal No. 38/8K/1999 tentang 'Pedoman dan Tatacara
Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman
Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Memperhatikan 8 asas A
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Memperhatlkan : Izin Usaha tetap No.

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

.
.

-

\ tanggal
MEMUTUSKAN
: Memberikan Izin Perluasan kepada PT NKP
NPWP :
dan Akta Pendirian Perusahaan oleh Notaris . _ dai
Jakarta No. 03 tanggal 4 Januari 1999 jo. perubahan terakhiz oleh
Notaris Notaris pengganti No. 87 tanggal 21
Nopember 2000, untuk menjalankan usaha dengan data sebagal berikut :
1. Bidang Usaha : Ekspor, Impor dan Distributor Umum
2. Alamat
a, Kantor Pusat :

Telepon/Facsimile
b. Lokasi Proyek ¢ Kotamadya

3, Jenis dan kapaslitas
Jasa pertahun,

-~ ‘Ekspor Us$ 3,200,000.~(tiga juta dva xatus ribu
{KBLI : 54100) . dollaz Amerika Serikat)

= Impox ' “: Us$ 2,400,000.-{dua juta empat ratus xibu
(KBLT : 53100) . dollar dmerika Serikat)

-~ Distributor Umum : US$ 12,400,000,~(dua belas juta empat ra -
(KBLI : 51900} . - Ctus ribo dollax Amerika).

4. Investasl :
a, Modal Tetap :
- Pembelian/pema -~
tangan tanah
-, Bangunan/Gedung
- Mesin-mesin/peralat-
an & suku cadang ¢
- Lain-lain : Uss. 725.409.=
Sub jumiah : USS 1,041,083.-
P uss  820,971.c

e

e wa

———

Usé 315,684,

b. Modal Kexla
Jumlah { a + b } : USs 1,862,064.~
5. Jumlah Tenaga Kerja 1 252 (dua ratus 1ima puluh dua) orang

Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA
untuk menaati ketentuan sebagal berikut @

1. Menyampaikan laporan usaha setlap 1 (satu) tahun kepada instansi
yang tersebut dalam keputusan ini berdasarkan ketentuan yang
berlaku;

2. Mendapat persetujuan ‘terlebih dahulu dari Badan Koordinasl
Penanaman Modal untuk setiap perubahan dari hal-hal yang tercantum
dalam keputusan inl’ yang selanjutnya akan dikelvarkan Surat
Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan darl Keputusan ini.

KETIGA ¢ «vovov /3
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KETIGA : Tzin Perluasan PT berlaku ;

1. Untuk melaksanakan kagiatan pembelian/penjualan dalam negerl dan  Impor
dengan menglikptl ketentuan yang berlakuy;

2. Untuk  pemakajan gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam
komplek usaha yang hersangkutan yang akan digunakan untuk menylimpan
bavang dagangan untuk keperluan keglatan usaha tersebut.

KEEMPAT : Pexusahaan harxus memenuhi ketentuan tentang keglatan usaha perdagangan
' besar (sebaga) distributor wutama) sebagaimana tertuang dalam  Surat
Keputusan Menterl Pexrindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/Kep/I/98 jo.
No, 159/MPP/Kep/4/98 tentang Lembaga-lembaga usaha perdagangan antara lain,
sebagal beriknt
a. Tidax diperbolehkan melakukan kegiatan 3§ bidang usaha pexdaganan
eceran {retaller);
b. Menguasai gudang secukupnya sesudl dengan kebutuhan barang yang
dlperdagangkan;
c. Mempunyai Jamipan sarana transportasi yang cukup;
d. Menerapkan manajemen modern dalam pengelnlaan usahanya;
e. Hanya diperbolehkan beroperas! di Thukoka Naerah Tingkat I.

KELIMA : Perusahaan diwvaiibkan melaksanakan kerjasama kemitraan dengan PT Matahaii
' : sesual  dengan

ketentuan vang tercantum didalam Keputusan Presiden No. 99 Tahun 1598 dan
ketentuan lainnys.

Izin perluasan ini herlakn 30 (tiga pulub) tahun sejak proyek perluasan
berprodnk  kemersial bulan Agustus 2000, sehingga Jangka waktu Izin Usaha
Tetap dan Tzin Perlnasan berlaku sampal dengan bulan Juli 2030 (dwa  xibu
tiga pirlnh),

KEENAM

aw

KRTUTUH  : Apabila ketertuan dalam Kepntusan in) tidak dipenubi, dapat dikenakan
sanksl sesval dengan pexatugan perundang-urdangan yang bex laku.

KEDELAPAN : Kepotusan ini sewaktn-vakfu dapat dfubah, bijlamana ternyata penetapannya
tidak hensr atau terdapat kekellruvan dikemudian haxri.

Ditetapkan éi : J A K AR TOﬁI

e e P it ot et et e

NDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,
Tenbuzan ¢
. Mernter! Perindostrian dan Perdagangan;

ANARGPRDENAST ANAMAN MODAL,
"_,' LT !
Divektnr Jenderal Perdagangan Tauar Negeri;
Guhernur DKI Jakarta; Jakarta, —
. Ketma BRKEMD Prop. DKT Jakarta; ":'S?f,'éﬁiﬂimiﬂ MODAL
. Rakapwil Pep. Perindustriza dan Perdagangan o S N
Prop. NEY Jakarta;
6. Wallkota Jakarta Selatan;
7. ¥akandap Peripdngtrian dan Perdagangan
Kotamadys Jakarta Selatan.

AaWNH
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor
Lampiran ;
Perihal

Tembusan :

Jakarta, 2006

: ljin Usaha Industri Kepada Yth
Pirelcsi PT.
Sehubungan dengan surat Saudara No. . tanggal

, Jerihal tersebut diatas pada pokok surat. dengan ini kami
bentahukan bahwa Bin Usaha Industri Farmasi No.
tanggal adalah ijin untuk melakukan kegiatan produksi
dengan jenis produksi sebagaimana tercantum dalam Ijin Usaha tersebut.
Sementara  itu untuk kegiatan usaha perdagangan, perusahaan Saudara
memiliki Ijin Usaha No. tanggal - 2001.

Apabila perusahaan Saudara hanya melakukan kegiatan usaha di
bidang perdagangan dan tidak melakukan kegiatan produksi lagi maka
seharusnya Ijin Usaha Industri Farmasi No. " itanggal 30
November 1995 dicabut atau dibatalkan. Apabila perusahaan Saudara kembali
akan melakukan kegiatan produksi dapat mengajukan permohonan lagi ke
BKPM sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah agar menjadilkan periksa.

LN ANAMAN MODAL

BADAN KO KT
Sy _'-v Pelaksanaan

Depytf;BiMang ~:

1. Menteri Kesehatan
2. Kepala BKPM
3. Kepala BPOM
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MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASL

KETUA BADAN KOOROTNAS] PENANAMAN MODAL

Lampiran

Jakarta,

2 § DEC 193

: fotentuan proyek Kepada YEh.

Nireksi PT.

BANDUNG — 40377

SURAT PENHERITAHUAN TENTANG PERSETUJUAN PRESIDEN
ATAS PENGALINAN STATUS
PEMAMAMAN RODAL DALAN MEGERY MEMJADI PENANALMAN MODAL ASING

Momay
Nomoy proyel

U ]

sehubungan  -dengan permahonan untuk mendapatkan  persetujuan
pengalihan ctatus penanaman madal perdsahaan dari PMBN wmenjadi Penanaman
Modal Asing (PRA) sebagai akibat penyertazn
faiwan dalam PT, : yany disampalkan kepava’
Yami & '

Tangqal 1 18t Hopembey 1993.

Bidanyg usaha i fndustri sepatu vlab raga dan uepatu biasd
(easual)

Lokasgt & Kabupaten Randung, Jauwa Baratl.

dengan ini diberitahukan bahua fiapak Presiden Republik Indonesia telah
meaberikan persetujuan atas peymohondn di atas sehagaimana tersebut dalam
curat persetujuan Mo v tanggal 17 feweaber 19%3.

Izin-izin dap keputusan lain yang bersangkutan dengan palaksanaan
prenananan wodal tevsebub akan dikeluarkan kemudian sssuai dengan prosedur
yang berlaku.

Dalan pelaksanaan penyertaan sahad
Taiwan tersebut, Saydara dawajibkan menqikuti peraturan pEFUNAANRG ~UtL Sy an
dan ketentuan peneyintah yang berlaki, rermasuk ketentuan proyek terlampir.
Pelanggaran atau penyimpangan atas ketenbuan tersebut tanpa persetujuan
Badan Kpordinasi Fenanaman madal lebibh dahuly, dapat  mengakibatkan
dicabutnya perseiujuan dan izin-izip yang telah dikeluarkan Pemmr intah.

Surat -av-ssmsen
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. MENTERT NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASY

KETUA SADAN KOORDINASL PENANAMAN MODAL

Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden 1ni akan batal
dengan sendirinya apabila dalam jangka gaktu 1 {satu) tahun sejak tanggal
dikeluarkaanya, Saudara sama sekal: tidak melaksanakan rencana penyertaan
atau pemasukan modal saham tersebut,

J_NEGARA PENGGERAK DARA INVESTASL/
DAN KOGRDINAGI PENANARAN MODAL
fanyoto Saptrowardoyn

TEMBUSAH disamspaikas kepada Yih., =

1. tenteri Dalam Megeri

2. fenteri Perindustrian
3. Menberi Keuangad

4. Guhernuv Bank Indonesis
5. Perwakilan Dagang Taiwan di Imrdonesia

6. Peruakilan Dagang Republik Indonesia di Taiwan
7. Pirektur Yenderal Aneka Industri

g. Divektur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan
4, Direktur Jenderal Pajak

10. Direktur Jendeval Hea & Cukai

11. Ketua DKPRD Propinsi Jawa Rarat

BPABRI/L/12/19%3.~
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LanPLRAN
SURAT PEMBERITAHUAN MEMTERT MEGARA PEHGOERAK DANA TNVESTAST/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANANAN MODAL
TEMTAHNG
PERSETUSUAN PRESIDEN ATAS PENGALIHAN STATUS
PENANANMAN MODAL DALAM HEGERT MENJADT PENANANAN MODAL ASING
HOPMOR = '

TAMBGAL = 28 DEC m

Nomoy Proyek &

A. RETERARGAN PEROHON

t. Mama dan alamat calon peserta H
asing yang membeli sahan

2. Hama dan alamat prserta Indonesia @

§. RETEHTUAH PROYEX

1. PERUSAHAAN YAMG AKAN DIBELE SAHAMHYA

1. Hama perusahaan
Homor Pokok Wajib Pajak

2. Bidaﬁg usaha

E13

Industri sepatu olah vagqa dan sepatu
biasa {casuall

3. Lpkasi proyek ¢ Kabupaten Bandung, Jawa Baratl

4, Surat Persetujuan BKPN P .

11. STAYUS PERUSAHABH

Dengan adanya pengalihan sebagian saham PT.

kepada peserta asing : sebesar 651 maka
ctatus penanaman madal PT. . herada dibauah
ketentuan Undang-undang HNo. { Takun 1967 jo. No. t1 Tahun 1970. dengan demilian
ctatus dan seluruh perizinan FT. beralih menjadi

Pepanasan Nodal Asing {FPMAD.

[$1. PRODUKSL DA PENASARAN PER TAHUN

A, Produksi ‘
Jenis barang/jass Satuan Kapasitas Uasar
- Sepatu olah raga pasang 5,.400. 000,
(lima juta eapat ratus ribu?
- Sapaty biasa {casual) pasang 500, 300, -

{ppnam ratus ribul

B. Pemasarin sweewver-

Analisa yuridis..., Evi Yusnita, Program Magister Kenotariatan, 2012 |



Lampiran SPP®

Mamor t
Halaman ;3 2 C 4 3
g, Pemasaran 3
1. Pemasavan dalam negeri dan ekspbr ¢
Jenis barang/ jagd Satuan Dalam Neaeri Ek 5007
Junlah % Jualah b4
~ Sepatu olah raga pasang 1.520,000 30 3.780.000 70
~ Sepatu biasa pasang 180. 000 390 420,000 70

2. Perkivaan nilai ekspor & UsH. 73.600.000, -
Keterangan * Jenis produksi tidak termasul yang wajib diekspor.

IV. PENYERAPAN/PENGEUNAHAN TERAGH KERIA

t. Susunan pispiaan perusahaan 8 Senula tenjadi
Indonesia Asing Indonesia fising
-~ Dewan Komisaris . 3 arang — orant 1 orang 4 agvang
- Direksi : 3 orang -~ grang 1 orang 2 ovrang
BGub jumlah g 6 orang = Drang 2 orang & orang

2. Repncana pengguitaan tenaga kerja 3

Tenaga Kerja 4,503 ovang 19 orang 4.503 orang 15 orang

Juméiah : 4,509 orang 13 orang 4,505 orang 21 orang
#3 {lima belas orang?

3, Perusahaan diwajibkan menyampaikan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKD
kgpada BKPN. Setelah mendapat pengesahan BKPM, RPTK ini menjadi dasar pemberian
1zin Kerja Tenaga Kerja Warganegara Asing pendatang bilamana Tenaga Kerja Asing
rarsebod diperlukan.

v, PENGEUNAAN TANAH

Tanah untuk proyek ini tetap seluas 70.000 M2 C(tuijuh puluh ribu aeter persegil,
sosual Surat Persetuyjuan Ketua BXFM MNa. tanggal 1 Desamber 1992.

yI. JADWAL WAKRTY PENYELESAIAN. PROYEK = Tetap, sampal dengan tanggal 1 Desember 1995

WwIi. INVESTASI PROVEK @
1. Hodal Tetap

a. Pembelian dan pematangan tanah
h. Bangunan/gedung
¢. Mesin-mesin/peralatan dan
suku cadang
d. Lain - lain

Rp. 2.224.250.000,~
Rp. S.125.000.000,~
Rp. 24.600.000.000,-
(US$. 12.000.000,~)

fip. 1.875.750,000,~

-t et o T R et P

sx aw ¢ et N

Sub jumlah : Rp. 33.82%. 000,000, -

o, Modal Kerja (untuk satu turnover) ; Rp. 4, 075.000.000,-

e ok e ek Ty o kG e

3. Jumlah rencana investasi s Rp. 36.900,000,000,~

VITI. PEMBIAYAAN ...--u
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VIli.

IX.

X

Laspiran SPPP_
Hamny :
Halaman 3 4 € 47

PENBLAYAAN/PERNODALAN Semula Mendadl

1. Sumber pembiayaan
a. Modal perusahaan
b. NModal pinjaman

Rp. 9, 000,000,000, - Rp. 16. 440.000.000, -
Rp-27t900v OOO- 0'00""' Rp- 20. 500! 000, 0007"

o e A N o e ot e e ed B St W Wt

Rp. 36, 900,000,000, Rp. 36.900.000.000,~

[T T L

Jumiah

2. Modal persercan

~ fipdal dasar : Rp.41,.000,000.000,-
- Modal ditempatkan : Rp.16.400.000.000,-
~ Modal disetor : Rp.lﬁ;ﬂO0.0ﬂ0.000,*
3, Penyertaan Nodal Perseroan :
a. Penyertaan Asing . :
' : Rp. =m Rp. 10.660.000.000 ( 63X1

t. Penyertaan Indonesia A
o= : : s Rp. 1.392,000.000,- Rp. #.756.000.000 ¢ 29%)
= ' ; t Rpa 144,000.000,-  Rp. §92.000.000 ¢ 3X)
: Rp. 144,000.000,-  Rp. 492.000.000 ¢ 3X)

c. Jumlah sodal perseran

o]
2
]

1.680.000.000,-  Rp. 16.400.000,000 (100X

d, Penyertaan modal nasionai dalam proyek ini harus meningkat menjadi
spkurang-kurangnya 51% dari medal saham selanbat~lambatnya dalam jangka
waktu 20 {dua puluh? tahuit bteyhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan
Tentang Persetujuad Presiden.

FASTLITAS PENANAMAN MODAL YaNG BIBERIKAR

Tidak diberikan penambahan fasilitas penanaman modale

LAIN — LAIH
1. Perusahaan diberi jzin penapaman aodal selama 30 ¢tiga pulub) tahun
terhitung S2jak tanggal Surat Pemberitahuan Tentang Fergetujuan Presiden.

2. Perusabaan diwajibkan nengajukan peyecshonan T2in Tetap dalam vrangka FiA
wepada BKPH sesual ketentuzn yang hey Taku.

3. Perusahaan diwajibkan melaksanakan xetentuan-ketentuan Femerintah tentang
tenaga karja, termasuk ketentuan tentang upah minimum bagi karyawannya, baik
karyawan tetap saupun karyawan harian.

4. Perusahaan diberikan kesempatan untuk melaksanakan diversifikasi -produksi
untuk menproduksi berbagai komoditi industri didalam lingkup industri sepatil
olah raga dan sepatu biasa {(casuall,

5. Segala kontrak perjanjian yang dibuat antara para peserta asing dan

Indongsia dan atauw peruzahasn dengan pihak atau pihak-pihak 1ain didalam

pelakcanaan Surat Pemberitahuan Tentang Persetuyjuan Presiden ini tidak boleh
herbeptangan atau tidak sesual denqan vetentuan proysk yang tercantum dalan
Yab~bab dimuki.

6. Perusahaal c-ss-sar
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Lampiran SPRP
Homor t_
Halaman 3 4 (4 )

Perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan berkala kegiatan proyek penanaman
modalnyas setisp 6 (epam) bulan sekalil (semester) dan disampaikan selambat-
lanbatnya pada tanggal 31 Juli untuk laporan Semester I dan tanggal 31 Januari
untuk lapovan Semester II masing-masing kepada ¥

a. Badan Keordinasi Penanaman Modal (BKPM.

b. Badan Koordipnasi Penanaman PModal Dserah Propinsi Jawa Barat,
c. Nirektorat Jenderal Aneka Industri, Deparkemen Perindustriaa,
d. Bank Indonesia.

Balam hal terjadi perselisihan antara-Perusahaan dengan FPemerintah Republik
Indonesia yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarash Peserintah Republik
tndonesia bersedia mengikuti penyelesaian menurut ketentuan Yonvensi  tentang
penyelesalan perselisihan antara HNegara dan Warga Hegara Asing mengenai
penanaman wodal sesuai dengan Undang-Undang Mo. 5 Tahun 1968. :

ferubahan beberapa kebentuan dalam Surat Pemberitahuan Tentang Persebujuan
Prasiden ini, memerlukan persetujuan lebih dahulu dari BKPM sebagaimana diatur
dalam Surat Keputusan fMenteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketwa BKP#t  MNo.
15/5K/1993 tanggal 23 Oktober 1993.

MERTERT NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/

Sanyato Sgstrowardoyo

Analisa yuridis..., Evi Yusnita, Program Magister Kenotariatan, 2012



MENTERE NEGARA PENGGURAK DANA INVESTASE
KEFTUA BADAN KDORDINAST PENANAMAN MODAL

Jakarta, 12 JUL 1995

Lampiran : Ketentuan proyek Kepada Yth. -

Direksi

Bandung

SURAT PERSETUJIUAN FERLUASAN PENANANAM NOBAL ASTHG

¢

Homar z
Momor provek

L4

Sehubungan dengan perachonan untuk mendapatkan persstujuan dan
fasilitas perluaszan penanaman modal asing yang Saudara sampatkan %kepada

kami =
Tangygal t 28 Juni 1993
Bidang usaha : Industri sepatu alah raga -
Lokasi : Kabupaten Banﬂuﬁg, Jawa Barat

lalam rangka Undang-Undang HMomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang HNomor
11  Tahun 15970 dengan menuingat Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan
Presiden Ho. tangqal 28 lesember 1993 dan Izin Usaha
Industri Mo, tanggal 14 Februari 1993, dengap ini

diberitahukan babua hami dapat mesberikan ¢

fersetuiuan
atas permchenan perluasan tersebut di atas dengan ketentuan terlampir.

Mengingat Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
gan Surat Keputusan flenteri Perindusbrian No. A27/N/GRSRA1977
tunggal 24 Dktober 1977 serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Ho. 13
Tahun 1995, maka surat persedujuan ini. sekaligus berlaku sebagai
persetujuan prinsgip sampai dengan perusahaan aempercleh izin perluasan,

Mengingat pula Ordenansi Tarif dan Bea 1873 Dberikub perubahan-
perubahannya, Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 290/7KMK. QL1977
tanggal 3 Dktober 1977 dan memperhatikan Kketentuan dalam Undang-Undang
Mo, 7 Tahun 1983 jo. Mo. 10 Tahun 1994 serta Undang-Undang No. B Tahun
1583 ja. HMe. 11 Tahun 1994, maka surat persetujuan ini berlaku juga
sebagai persetujuas prinsip fasilitas fiskal atas perluasan yang

bersangkutan.

Tzin-izin dan keputusan 1lainnya yang bersangkutan dengan
pelaktanaan penapaman modal tersebut akan dikelusrkan kemudian sesuail

dengan prosedur yang herlaku.

Balaﬂ LR A ]
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MENTERL NEGARA PENOGERAN 1IANA [NVESTASY
KETUA BADAN KOQRDINASE PENANAAMAN MODAL

-2 -

Dalam pelaksanaan rencana perluasan pepananan modal tersebut
Saudara wajib mengikuti peraturan perundanpg-undangan dan ketentuan
pemerintah  yang bgrlaku, termasuk ketentuan proyek teriampir,
Penyimpangan atas ketentuan tersebut tanpa persetujuan Badan Koordinasi
Penanaman Mpdal terlebih dahulu, dapat mengakibatkan dicabutnyz persetu-
juan ini dan izin-izin serta keputusan-keputusan lain yang telah
dikeluarkan pemerintah.

Surat peraetujuan perluasan ini akan batal dengan sendirinya
apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya,
Saudara sama sekali tidak melaksanakan ryencana penanaman sodal dalam
bentuk kegiatan yang nyata, berypa pengadaan tanah, pembangunan gedung/
pabrik dan pengadaan mesin/peralatan.

TER] HEGARA PENGGERAK BaANA INVESTASI/

Teabusan ¢
i. Menter: Dalam Hegeri
2. HMenteri Perindustrian
3. Menteri Keuangan
4. fOubernur Bank Indonesia
3. Menteri Hegara Agraria/fepszla
Badan Pertanahan NHasional
6. fenteri Megara Lingkungan Higup/
Kepala Bapedal
7. Perwakilan Dagang Taiwan di Indonesia
B, Perwakilan Dagang Republik Indonesia di Taiwan
9. Direktur Jenderal Hukum ¢an Perundang-Undangan
10, Muvektur Jendera) Indusiry Aneha
11. Direktur Jenderal Pajak
12. Drrektur Jenderal Bea dan Cukai
13. Ketua BKFAD Propinsi Jawz Barat

BPABETI/I/07/19393/F.
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AP TRAN
SURAT PERSETUJUAM MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINAST PENANAMAN MODAL

TERTANG
PERLUASAN PENANAMAN MODAL ASING
Mamoy z

Tanggal = 49 gy [995

Nomar proyek 3 7

A, RETERAMGAN PEMOHOW

{. Mama perusahaan : PY

2. Bidang usaha : Industri sepatu olah raga

3. famput kedudukan + Kabupaten Bandung

4, Lokast prayck : Kabupaten Bandung, Jawa BHarat

4. Aktz pendirian 1 Notaris . .
{Mama, Momor & Tanggal) Mo. 24 tanggal 8 Desember 1994

6. Momor fpkok Wajib Pajak 2

¢’

B. KETENTUAN PROYEK PERLUASAN™

el Loy]
1. Badaong usshi : Industri sepatu olah raga
7. Lokasy proyek : - Kabupaten Bandung, Jawa Bavat

~ Lokasi proysk harus sesuai dengan
kawasan peruntukan yang berlaku,sebagax-
mnana yang diatur dalam RUTR/RDTR

REMCAMA PRODUXST DAN PENASARAN/TAHUN =

t. Praduksi
Jenis barnng/jasa Satuan Kapasitas dasar

Sepatu nlah raga pasang £.000. 000
{epam juka)

2. Pemasaran ; Seluruh €(100%) hasil produksi untuk pasaran ekspor

3. Perkiraan nilai ekspor : Us$ 90.00G, 000,00
Kegerannan : Jenis produksi tidak termasuk yang wajib diekspor

RENCAMA FENYERAFAN/PENGGUNAAH TEMAGA KERTA

1. Susunan pimpinan perusahaan ¢ Tetap, tidakx ada penanhaban

Y. Rencana penggunaan tenaga kerja s
~ Tenaga kerja Indonesia : 3.000 arang
-~ Tehaga kergja asing H 40 orang (emggt puluh orang)

B e it

Jumlah 1 3.040 orang

3, Peruzahsan wajib menyampaikan rencana pengginaan tenaga kerja (RPT
BKFM. Setelah mendapat pengesahan BKPH, RPTK ini menjadi dasar pemberian
jzin kerja tenaga kerja warga negara asing pendatang bilamana tenaga asing

tarsehut diperlukan.

IV. PENGGUMAAN ....v..

Analisa yuridis..,, Evi Yusnita, Program Magister Kenotariatan, 2012
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Lampiran Surat Persetuiuan
Hamoy H
Halaman t £ v 4 J

¥, PEMGRUNAAN TAMAK

Tanah untuk proyek inl disetujui seluas 60. 000 02 (enam puluk vibu wmeter
persegid, dengan ketentuan luas yang sebenarnya sesual dengan hasil pengukuran
instanai agraria setempat. '

el

V. JADWAL WAKTU PENYELESALAN PROYEK

1. Pembangunan proyek dimulai : Bulan ke-03 (tiga}

2. Produksi/operasi parcebaun : Bulan ke-21 Cdua pulub satul

3. Penyelesaian proyek selanbat- i Bulan ke=-24 C(dua pulubh empatl
lanbatnys

terhitung sejak tanggal dikeluavkan surat persetujuan ini.

RENCAMS THVESTAST PROYEK

<=
=]

i. Modal tetap :
a. Pembelisn/pematangan tanah @ Rp 1.3129.000.000,00

bh. Hangupan/gedung : Rp 3$930.000.000,00
c. Mesin-mesinspevalatan dan @ Rp 37,912,550, 004, Q0
suku cadang {tms. US$ 21.485.448)

Rp 1.815.000.900,00
Rp 54.7BK.350.000,00
Ctas,US$ 21.4B5.44987
2. Motal kerja Rp 29,503.450. 000,00

Cuntuk satu burn overd)  moosmmesosmesseoeosSes
3. Jumlab investasi Rp B4.290.000.000,00
ttms.US$ Z1.4895,448)

d, Laipn-ltain

Sub juirlah

113

VII. RENCAMA PEMAIAYAAM/PERMODALAN

1. Supber pembiayaan F
a. Modal sendivi/perusahaan : Rp 4.100.000.000,00
. Mpdal pinjaman : Rp B0.190,000.000,00

e v o OV i il e i S o e 90 B AP T e e

Jumiah : Rp 84.290,000.000,00

2. Mosal perseroan, menjadi sebagal berikut 3

a. Nodal dashr Rp 45.100,000.000,00

b. Modal ditempatkan Rp 26.650.000.000,00 *)
c. fodal diselor Rp 22.550.000.000,00

¥) Harue disgtor penuh sabelum produksi konersial

3. Penyertaan modal persevoan =

a. Panyertaan ssing :
Rp 2.665.000.000,00 C 65X

Ead

h. Penyertaan Indonesia :
Rp  1.189.000.000,00 ¢ 293

- 8dv. :

- Sdr. : R 1274, 000, 000,00 ¢ 3X2

- Sdr. 1 Rp 123.000.000,00 %)
£. Jumlah madzl perse#oad : Rp 4.109,000,000,00 (100X}

UIrT. FASILITAS ..vuaan
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IXx.

FASILITAS PEHANANAK BODAL YANE NIBERINAN :

Lampiran Suvat Persetusuan
Homor H
Halaman @ 3 € & )

Fasilitas pemasukan barang-barang keperluan investasi :

1.

2.

Oiberikan atas penglimporan barang modal dan Gabhan bakue/penclong untuk
keperluan isnvestasl menurut ketentuan sebagaimensa diatur dalas Surat
Keputusan Menteri Keuangan HNo. KEP-289/MK/IV/4/1971 tanggal 30 April 1971
jis. Ma. KEP=706/MKSIV/971971 tangnal 14 September L1971, No, 239/KnK.01/1994

tanggal 27 Juni 1999. :

fenctapan mengenal pemberian fasilitas akan dikeluarkan kemudian setelah
digampaikan daftar induk barang madal yang lengkap dan terinci sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

lopor barang modal dajam keadaan bukan baru harus disertal  deagan
Certificate of Inspection dari surveyor yang diakui oleh pemerintah sesuai
Surat HKeputusam Menteri Perdagangan No. 311/K@/X/1993 tanggal 23 oktober
1993,

1

LATH-LALN

q,

Tzin penanaman modal diperpanjang selama 30 (figa puluh) tahun sejak prorvek
perluasan  in: berproduksi secara komevsial sesuai Peraturap Pemerintah Ho.
9 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Ho. 20 Tahun 1993,

Ferusuhaan wajib menyampaikan daftar induk barang madal yang akan diimpor
kepada ®T SUCDFINDD, Oivisi Verifikasi Master List BKPA/MIGAS dengan alamat
World Trade Center lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-3%, Jakarta
12920. Pemasukan barang yang bersangkutan baru dapat dilakukan getelah
daftar induk tersebut memperoleh persetujuan BKPH,

Perusahaan sgtelah mendapat izin lokasi wajib menyusun Upaya FPengelelaan
Lingkungan (LKLY dan Upaya Pemantauan bLingkungan (UPL) sebelum perusahaan
melakulan pra konstruksi dan menyampaikan UKL dan UPL %ersebut kepada
Pemda Tingkat IT Kabupaten Bandung, OKPM, BKPRD Propinsi Jawa Barat dan

Departemen Perindustrian.

Perusahaan wayib melaksanakan ketentuan-ketentuan penerintah tentang teraga
kerja, termasuk ketentuan tentang upah minimum bagi karyawannya baik

karyawan tetap maupun karyawan harian.

Perusahaan wajib mengajukan permohonan' izin perluasan kepada BKPM pada saat
proyek perluasan ini siap melaksanakan produksl secara Ropersial.,

Perusahaan wajib menyampaikan laparan berkala kegiatan proyek penanaman
nodalnya setiap & (enam) bulan sekali {(semester) dan disampaikan selambat-
lambatnya poada tanggal 31 Juli untuk laporan Semester I dan tanggal 31
TJanuar: untuk laporan Semester II masing-emasing kepada :
#. Bagdan Yoordinasi Penasazsan Boda] (BXPED

b, Badan Kpordinasi Penanaman fodal Daerah Propinsi Jawa Barat
c. Direktur lenderal Iadustri Apeka, Departemen Perindustrian

d. Bank Indonesia

Perusahasn  diberi- kesempatan untuk melaksapakan diversifikasi produksi
untuk memproduksi  berbagal kosoditi industri didalas lingkup industri

sepatu olah raga.

3. nalam LI I NN
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Lampiran Surat Persetujuan

Nomar H
Halaman : 9 ¢ 9 )

B. Dalam hal torjadi perselisihan antara parusahaan dengan Pemerintah Republik

10,

Indonesia yang ¢idak dapat diselesaikan secara nusyawarah Pemarintah
Republik Tndonesia bersedia mengikuti penyelesaizn  penurut ketentuan
konvenasid tentany penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara
asing mengenai penanaman modal, sesuai dengan Undang-Undang Mo, 35 Tahun

194B.

Perubahan atas ketentuan-ketentuan vang tercantum dalam surat persetujuan
ini, harus wmwndapat persetujuan terlebih dabulu dari BKPAM sebagainana
diatur dalam Surat XKeputusan Menteri Megara Penggerak Dana Investasi/Ketya
BKPM Mo, 15/5X/1993 tangga) 23 Oktober 1993.

Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalaa surat persetujuan ini dan
sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan-ketentuan
dan kewajiban—kewajiban yang telah ditetapkan sebeldmnya oleh pemerintah

totap berlaku scbagaimana adanya.
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PBMERINTAH. PROPINSE DAERAH TINGKAT 1 JAWA BARAT
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
. (8.K.P.M.D)

(WEST JAVA INVESTMENT COORDINATING ROARD)
JALAN SUMATRA NG. 56 TILFON 437369 FAX. 437081 - BANDUNG 40115

Haahing 27HAY ?ﬁﬂﬂ

Lapais) Ketentuag proyel Kepady Yl
Direksi PT.

4

SURAT PERSETTJUAN !’E'RLUASAN'PENANAMAN MODAL ASING

Neoinor
Nomet proyek

Sclmbuigan denpan penmohonnt pedussun usnk mendapatkan perserujuan don fasilias
fruttaningng wodal aning, serts Kelougkapoe  dots yang Ssudugs sunpuihan kepada Ko -

"Tanggal 123 Mei 2000
Bldang Usulia * Industii sopans olah rapa
Lokasi » Kobupaten Bandmng,

dulasi rangka Undang-Undang Nomor 1 Tabun 1967 jo. Nomior 11 Taehun {970, serta mesunjuk
Keputusan Presiden Namor 115 Tahun 1998 jo. No. 117 tahun 1999 dan mengingat Keputusan Menderi
Negurn TnvestasyRepads BRPM No, 37/SK/1999 tentang  Pelimpalian  Kewenangan  Peraberian
Persetufusn Van vaiiltas serta Perizinan Pelaksanaag Penanamsn Modad Kepada Gubernur Kepala
Duordh Provingd dan memperhatikan Sieat Pemberitabuan Tentue Persetuiuan Presiden  No.

Wopgsl 32 Juli 1995 dun Tzl Uswha Industii No. tanggal 14
Pebruan 1995, Swat Porsemtjusn Perlussen Penanmnan Modad Asing No, ' tan Lzies
Usaha Industri Perluasan No, . dtngan ini diberitahuken Labwa ket dapat
wemberiku -
YERSETUJUAN

| as permohonon periuasan 12exebut diatas dengan Ketentian testampir.

Mengingat Undang-Undang No. 5 Fabun 1984 tentang Perindustian dan Keputusan Menewi
Perindustrien No. 427/M/SK/X/1977 tentung Pelimpahan Wewenang Pembesian [zin Usaha Di Sidang
Industii Datam Rungks Penonaman Modal Kepada Ketwa BKPM, sertn mempehatkan Perzhican
Pemierintzh No. 13 Tahun 1995 tentanp 1zin 1lsaha Industri, maka Surat Persctujuan ing sckalipus

beduku scbagal PERSETUSUAN PRINSIP PERLUASAN sunpu dengan perusahaan memperoleh
IZIN USAHA TETAP PERLUASAN.
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.- -

Mengingat puly Undang-Undang No, 7 Tatmn 1983 Jo. Undan -Und:gg No. 10 Tshun 1994
dan Uudane.Undang No, # tahmn 1983 Iip. Undang-Tindatiy Ne. 04 Pubiy & Telte mentveriintikan
ummu'm W ':'!!ﬁ!‘dlﬁ'{,‘llﬂi!ﬂ& No. 10 Tahum 1993 tentang Kepabeanan dan Surst Keputigon
Manterd Keuungan No, 135/KMK 03/2000 tavvon| 1 Mei 2000 tentany Ketinganan Bea Musuk Aras

tupor Mesin, Barang dan Bahan Daja, Rangka Pembmglmanipcngnn|hnu|-.ma [N TR A
naka spt Derseiinm ing byl B selibeai Meeselingig TN T P TP e

L0 i keputusan {aig yuug, bersmnghutan dengan pelaksanaan peoanaman modal tersebut akan
hkelusnkan kemudians Sesun dengan prosedur Yang, berlake

Delam pelaksanagn Tencana pengnaman modsl tersehy Sutdara waijid menpikuti peraturas
perundang-undanpun dun ketentuan Pemerintah yang berlaky, teomasug ketentoan proyek terlampir.
Pesryinpanipen stas ketentum tersebut canpa perzetajwan Badan Koordinasi Penanaman Moda! Daerah
teriehih dahuty, dapat meapakibatkan dicabuinya pervetujuan ind dan izin-izin <erta Kepuhisan-keputyean

, Aurat Parwanijann Inf sjo byty) dentean sendirtrys apulila didar, Jangka wakty 3 (tiga) tabun
séjuk Langpe! dikelnarkan, tiduk udn seafivas proyek dutam bentuk kegiutan yany nyats,

an. MENIERL NEGARAKEPALA BADAN PENANAMAN MODAL .
DAN PEMBINAAN BADAN USAUA MILIK NRGARA
GUBERNUR PROPINSI JAW ! ARAT

KETUA RADAN LRI AY MODAL DARRATE

Jdemmbusa ulkan kepads Yih
- Pregiden Republk Todonesia
Heknstariy Nepara

Menteti Dalam Negeti - <
Menteri Negura/Kepala Penataman Modal dan Pexbinuan BUMN

Menteti Negara Hukmny day Perundang-Undanpsn

Deputi Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembittnan BUMN Bidatg Pelayanan dmn Fasilitasi
Penanamsn Modat -

- 7. Porwakilan Depang Taiwan & Indongsia

8. Derwakilan Dagany Republk Indonesia df Taiwan

9. Duta Resar Republik Rakyat Cina di Jndonesin

10. Dute Besay Repubik Indonesia & Cin

AL, Gubernur Propinsi Jawa Barat :

12. Pimpinan Bank Indonesia Propins} Javu Barat

13. Kepala Kanwil Departemen Perindustrisn dan Perdagangen Propinsi Jawa Barat

14. Kepals Kanwil VI Diraktorat Jenderal Pujak Propinsd Jawa Barat

13. Kepala Kanwil V Dirskiorat Jenderal Bes dag Cuksei Propinsi Jaws Barat,

{6. Kepala Kewil 3PN Propinst Jawa Larat

17. Kepsla Baday Pengendalian Dampak Lingkungan Dacryh Propinsi Jawa Barat
18. Bupati Bandung

S e

| i i 12
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Lampiran Swat I'ersctiuan

Nemor :
Haulaman 1 (1)
LAMPIRAN
SURAT PERSETINOAN PERLUASAN PENANAMAN MODAL ASING

Nomur

'i'unggaj S :'1' gl

Nmuor Korde Proveds

1. Nama pausaligan : PT.
2. Bidang uszhia : Indusitri sepatu olab raga
3. Tempat kedudukan : Kubupaien Bandung,
1 1 ubist guyeh b abiigraton Basiduy,

- Akla pendinan : Notans : -

No, 9 tanppal 4 Nopenher 1952
- Akta Perubahan Terakhir : Notaris .
No. 12 tangpal o Eebiita 1997

- Penpesaban Depastomen Kehakingus ; tanpgal 7 April 1997

N ootk Bahdy Wajil Pujah (NI"WI) ot 1130 42
B. KETENTUAN PROYEK TERLUASAN

L UMUDM : '

1. Bidang uszha ' » Industri s¢patu otah raga

2, Lokasi proyck : - Kabupagien Banduny

- Lokasi proyck harus berads di kawasan peruntukan yang
berdakn sebagaimana diatur dalams RTRW dacrah sctempat
. 0 s PER
I Diadilis :
Jenis baranp/iasy Satwan  Kspasitgs Dasar
. Sepatu olah rags pasang  4.800.000
2. Penasarsn : Selunitatya {100% ) hasil produkst untuk pasaran luar negerd

.. 3. Perkiramn uilei ekspor : USS. 38,400,000,00
Keterungan ; jenis produksi tidak tenmasuk yang waijib dieskpor

Kil. RENCANA TAMBANAN PENVERAPANPENGGUNAAN TENAGA KERJA
1. Penppunuan tenaga kerja.
Tenags kevju Indomesia @ 4998 orany
Tenaga kerja Asing i 14 ormy
Jurndgh : 5012 ommp

Analisa yuridis..., Evi Yusnita, Program Magister Kenotariatan, 2012
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Lot S0 3 s
Nomwm
Palwning RS )

R LRI Tt e AT [ vt O LI e s g s O ML S A

[LXLITY [T v
"C'.l‘.ﬂ pi- mli ko lu.pmm B atie arl '~mu uwn:'mpm um-numrinm nw-rbm ke B A

ity :m:m.nh ai.:-.n ‘nnﬁmum St edbhe vt :q.; .|~u|" getidnasny DIEMIIA WA eak
R (T TRy ST

IV, RENUANS TAMBARUAN PENGEHUN AN LANAN
Caesh witek provik wn disetuitn sl Miiad M (d0a T Db el perienn, et du
heteimti bee yane, 2 tnven soanr donvan kel pougpkariz srasen g i ciomgm

VoOJADWAL, W_,&!\!! JENTELERALIN PROYER
Dbt 20 fabty pentutly cyest p b, VHone -ctith, Cnppal il ek sy a St 1 b

,
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I bempminay pediae gy
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[ I A T L
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b

Lumpiran Surat Peyselujuan
Nemor :
Hulauman 3 )

PPN atus pengingporan harag modal beupy mosin dag pevalatan pubiik day PPN atas
!’."“‘5{".‘“‘?E“l."i'_":‘?E.L‘°f¥f§iﬂ“i‘l?§i‘!%ﬂ§%%ﬂ&”§k?ﬁ)’&&:ﬁ%ﬁ Kt Ve Betar

-. Impor basang modal delam keadaan bukmn bary  hars disertai dengan “Cerfificate of

Inspuction” dani sucveyor yang, diskvi olch Pemerintaly sesuad ketentuan Keputusan Menteri
Penndustrian daty Perdagangan No, 98/MPP/Kep/2N199% tangpal 26 Pebruur 1998, P

X, LAINLAIN

[

s invesiasi diperpanjang seluma 30 (tigs pulub) tahus tethinnp sejak pemsahaan mulag
berpreduksi secara komersial Sehual denpan Perafuran Pemerinty)) No. 9 ‘Tahun 1997 dun
Peratunu Pemerinth No. 20 vifun 1994, :

Ferusutiaan diwagibkan mengajukan [zl 1saha Perluasan kepuda BKPMD Propinsi Juws Buyng
Puda saat preyek perunsan berproduksl komersink

Penisabaan wajib melsksanukan kelentuan-ketentuan pemerintah lentang tenaga ke, temmasyk

F
Kotentuan tentang bpah mininjum bai karyawannya, baik karyawan tetap maupun Kuryawan
hariun,

Perusghaan wajip menynsun Upaya Pengelologn Lingkunpan (UKL) dan Upaya Pemantzuan
Lingkungan (UPLY sebelum perusahiaan melakukan konsm.tksifpcmasangan meging

Perusahisan wajib menyampaikan i3peran berkaty kegistan proyek penanarman modalnya | stiap
6 (enwn] buian sekali (sctiap semiester) dﬂHﬁismpﬂﬂian selanbat-lambatnys pada tangy J 31

& Badan Penanaman Modal g, Pembinaun BUMN
b. Kanwil Departemen Petindustian dan Perdaganpan Propinsi Jawa Barng,

¢ Buk Ysdoneria Propinsi Jaws Barat,
Pendvahann wagi menunjuk pensnggung jawab perusshaan di lokasi proyek,

Pemisuhaan diberi kesemputan wituk meluksoneken diversifikasi produksl untuk menproduksd
herbagai koinodii indysyi sepatuy olah rapy, ‘

Dalam hal tc:rjwi perseligihan antars perusabiaan dengan Pemerintak Republik Indongsia yang
fidak dapat digetcsaikan secara musyawarah, Pemerintah Republik Indonssia bersedia mengikuti

penyclesalun menunit ketentuan konvens| fentang penyelessian persclisian aniara negars dan
r;ga Tiegars asing menpens penanaran modal, sesuai dengan Undang-Undsng No. $ Tahen

9. Pomibshan ..,
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BADAN KOORDINASL PENANAMAN MODAL

SURAT PERSETUJUAN PERLUASAN PENANAMAN MODAL

Nomor
Nomor Kode Proyek

NPWP

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal 28 Juli 2009, serta memperhatikan Surat
Pemberitahuan Tentang Persetujusn Presiden Atas Pengalihan Status Penaneman Modal Dalam Negeri Menjadi

Penanaman Modal Asing No. * tanggal 28 Desember 1993, Surat Persetujuan Perluasan
Penanaman Modal Asing Ne. tanggal 12 Juli 1995 dan [zin Usaha Industri No.
tanggal 14 Februari 1995, Izin Perluasan No. ' tanggal 29 April

1998 dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-undang No, 25 Tahun 2007 tentang Penanamin
Modal, Pemerintah Republik Indonesia memberikan persetujoan perluasan penanaman modal yang berlaku pula
sebagai Persetujuan Prinsip Fasilltas Fiskal dan lzin Sementara sampai dengan perusahaan mempetoleh lzin
Perluasan dengan rincian sebagai berikut :

I.  Data Proyek !
1. MNama Perusahaan 1 PT.
2. Alamat Kantor 5
Bandung

3. Bidang Usaha ; Industri atas kaki
4, T.okasi Proyek : Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Harat
5. Penyertaan Modal : Tetap, tidak nda perubaban

1. Rencana Praduksi dan Pemasaran per - tabhun :

. Produksi:
Jenie Barang/Jasa KBL1  Satuan Kapasitas Ekspor (0) Ketcrangan
- Alas kaki lainnya 19200  Pasang 3.500.000 100,00 Setars 350 ton
{sanda] karet, sandal {tiga juta lima ratus
kulit) ribu)
- Sepaty olahraga 19202  Pasang 3.500.000 100,00  Setara 350 ton
(tign juta lima ratus
ribwu}

2. Perkiraan nilai ckspor per tahun : USS.  45.000.000,00
111. Rencana Pengpunaan Tevnaga Kerja Indonesia : 300 orang.
Apabila diperlukan penggunaan icnaga kerja asing, perusahaan wajib menyampaikan Rencana
Pengpunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (RPTK) kepada BKPM.

-‘»ﬁ'm Otornasi  30/07/2009
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MNomor
Halaman : 2 (3)

IV. Rencana Penggunaan Tanah:  Tetap, tidak ada tambahan luas tanah

V. Rencana Waktu Penyelesaion Proyek : 24 (duz puluh empat) bulan terhitung sejak dikeluarkan surat
persetujuan inj.

VL Rencana Investasi: Rp. 50.000.000.000,00

VY. Fasilitas Penanaman Modal

I. Keringanan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai dengan Surat Kepumsan
Menteri  Keuangan Nomor 13S/KMKQ5/2000 jis. Nomor 28/KMK.05/2001, WNomor
456/KMK..04/2002 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2005,

2. Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN} atas pengimporan barang modal berupa
mesin dan peralatan, baik dalam keadaan terpasang maupun tetlcpas, sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2001 jis. Nomor 43 Tahun 2002, Nomor 46 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri
Kevangan Nomor | 35/KMEK.03/2001 jis. Nomor 363/KMK..03/2002, Nomor 37 1/KME.03/2003.

Y11 Lain-laio :

1. Perusahaan supaya segera menghubungi Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah
(BKPPMD) Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan bimbingan dalam penyelcsaian perizinan
daerah.

2. Pen¢tapan mengenai pembe;ian fasilitas ketinganan bea masuk akan dikelvarkan kemudian setelah
perusshaan menyampaikan daftar induk mesin, barang dan bahan yang skan di impor kepada
Diirektorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Izin penanaman modal perusahaan diperpanjang terhitung sejak proyek perluassn berproduksi
komersial dan seterusnya selama perusahaan masik beroperasi, yang skan ditetapkan dalam Izin
Perluasan. Untuk itu perusahaan wajib mengajukan permohonan Izin Perluasan kepada BKPM pada
saal siap berproduksi komersial.

4. Perusahaan wajib :

a. Menyampaikan laporan berkala kegiatan proyek penanaman modal (LKPM-LI} setiap 6 (enam)
butan sekali {setiap semester) scjak persetmjuan ini dan disampaikan sslembat-lambatnya pada
tanggal 31 Juli untuk laporan semester I dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan
semester I kepada:

1) Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinas Kabupaten Bandung;

2) Kepala BKPPMD Provinsi Jawa Barat;

3} Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.
b. Melaksanakan ketentuan Pemerintah tentang ketenagakerjaan.

¢. Menyempurtiakan Isian Dokuimen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL) scsuai Kepntusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun
2002 tentang Pedomun Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Memantauan Lingkungan Hidup yang telah disahkan sebelumnya oleh Pemeerintah dan
menyampaikannya kepada instansi teknis terkait di Pusat dan Dacrah,

W akem  Olomasi  30/07/2009
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Nomor :- . :
Halaman :3 (3)
5. Dalam hal terjadi perselisihan antara pernsahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak
dapat diselesaikan secara musyawarsh, Pemerintali Indonesia bersedia mengikuti penyelesaian

menvrut ketentuan konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara Negara dan Warga Negara
Asing mengenai penanaman modal sesnai dengan Undang-undang Nomar 5 Tahun 1963.

6. Porusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam
persetujuan ini, dapat memberitahukan kepada BKPM.

o, 05 AU 2009

RDINASI PENANAMAN MODAL
{ayanan Penanaman Modal,

Goneet

Tembusan disampaikan kepada Yth, ¢

1. Presiden Republik lndoncsia;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keusngan;
4, Menteri Perindustrian;
5. Gubernus Bank Indonesia;
6. Kepala Perwakilan Kantor Dagang dan Ekenomi Taipei (TETO) di Jakarta;
7. Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDE) di Taipei;
8. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka;
9. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
10. Direktur Jenderal Pajak;
11. Direktur Jengeral Bea dan Cukai;
12. Gubemur Jawa Barat;
13. Xepala BKPPMD Provinsi Jawa Barat;
14, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung.

poke  Owmasi 30/07/2009
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